
  

PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA 

“PERTINA” 
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION) 

Wisma Otis, Jl. Buncit Raya No. 36, Ragunan Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 

Anggota KONI & KOI  
 

Anggota AIBA (lnternational Boxing Association)  
& ASBC (Asian Boxing Confederation) 

 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN 
RUMAH TANGGA PERTINA  

TAHUN 2021 
 
 

PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA 

“PERTINA” 
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION) 

Wisma Otis, Jl. Buncit Raya No. 36, Ragunan Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 

Anggota KONI & KOI  
 

Anggota AIBA (lnternational Boxing Association)  
& ASBC (Asian Boxing Confederation) 

 



 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN 
RUMAH TANGGA PERTINA  

TAHUN 2021 
 

PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA 

“PERTINA” 
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION) 

Wisma Otis, Jl. Buncit Raya No. 36, Ragunan Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 

Anggota KONI & KOI  
 

Anggota AIBA (lnternational Boxing Association)  
& ASBC (Asian Boxing Confederation) 

 



 

PENGURUS PUSAT 
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA 

PERTINA 
(INDONESIAN BOXING ASSOCIATION) 

ANGGOTA KONI DAN KOI 
Anggota AIBA (International Boxing Association) dan ASBC (Asean Boxing Confederation) 
 

 

Alamat : Jl. Buncit Raya No. 36,  Ragunan Kec. Ps. Minggu Jakarta Selatan, Jakarta 12540 
Telepon : +(62) 812 9110 1720, Email : INAboxing.fed@gmail.com 

 

SURAT  KEPUTUSAN 
Nomor :  33  Tahun 2021 

 
Tentang 

Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA Tahun 2021  
 

KETUA UMUM PENGURUS PUSAT PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA 
 
 

Menimbang  :  a. bahwa olahraga Tinju Amatir di Indonesia merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari gerakan olahraga Indonesia, bertujuan 
untuk membina dan mewujudkan atlet yang mampu berprestasi 
cemerlang di dalam dan di luar negeri, perlu didukung dengan 
peraturan dan ketentuan yang dirangkum dalam Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga PERTINA; 

 
b. bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil 

Musyawarah Nasional ke XVIII PERTINA tanggal 13-14 
Januari 2012 di Jakarta sudah tidak sesuai dengan tuntutan 
dan tantangan perkembangan yang terjadi sehingga perlu 
disempurnakan; 

 
  c. bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa PERTINA yang 

diselenggarakan pada tanggal 19-20 November 2021 di Medan 
sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mukernas PERTINA 
tanggal 12 Oktober 2021 di Jayapura, telah menyetujui dan 
mengesahkan Naskah Revisi Anggaran Dasar/Anggaran 
Rumah Tangga PERTINA yang dihasilkan oleh Pokja; 

 
d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan surat 
keputusan pemberlakuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga PERTINA hasil Munaslub tanggal 19-20 November 
2021 di Medan. 

 

Mengingat  : 1. Surat Keputusan Ketua Umum KONI PUSAT Nomor : 17 Tahun 
2021 tentang Pengukuhan Personalia PP.PERTINA Masa Bakti 
2020-2024; 

  2. Surat Keputusan Ketua Umum KONI PUSAT Nomor : 81 Tahun 
2021 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan 
PP.PERTINA Masa Bakti 2020-2024; 

  3. Surat Keputusan Ketua Umum PP. PERTINA Nomor : 06 Tahun 
2021 tentang Pembentukan Pokja Revisi AD/ART PERTINA 
Tahun 2012; 
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  4. Surat Keputusan PP.PERTINA Nomor : 20 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Mukernas Tahun 2021 di Jayapura Provinsi 
Papua; 

  5. Surat Keputusan PP.PERTINA Nomor : 21 Tahun 2021 tentang 
Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana 
(Organizing Committee) Mukernas Tahun 2021; 

  6. Surat Keputusan PP.PERTINA Nomor : 30A Tahun 2021 
tentang Pelaksanaan Munaslub Revisi AD/ART PERTINA 
Tahun 2021 di Medan Provinsi Sumatera Utara; 

  7. Surat Keputusan PP.PERTINA Nomor : 31 Tahun 2021 tentang 
Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana 
(Organizing Committee) Munaslub Revisi AD/ART PERTINA 
Tahun 2021; dan 

  8. Surat Keputusan Pimpinan Sidang Pleno Munaslub PERTINA 
Tahun 2021 Nomor : 06/Munaslub/PERTINA/XI/2021 tentang 
pengesahan Rekomendasi Hasil Sidang-Sidang  Komisi-1 dan 
Komisi-2 Munaslub Revisi AD/ART PERTINA Tahun 2021. 

 
Memperhatikan : Kepentingan operasional dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan PERTINA dan jajarannya diseluruh, dipandang perlu 
segera memberlakukan AD/ART Tahun 2021. 

 
M E M U T U S K A N 

 
Menetapkan : 
Pertama :  Pemberlakuan AD/ART PERTINA Tahun 2021, sesuai keputusan 

Munaslub di Medan Provinsi Sumut pada tanggal 20 November 
2021; 

Kedua : Menugaskan Kabid Organisasi dan Kabid Hukum PP. PERTINA 
untuk mensosialisasikan AD/ART PERTINA Tahun 2021  kepada 
seluruh jajaran PERTINA di seluruh Indonesia; 

Ketiga : Menugaskan Sekjen dan Kabid Hublu PP. PERTINA untuk 

memberitahukan KONI Pusat, KOI, ASBC dan AIBA tentang 
pemberlakuan AD/ART PERTINA Tahun 2021; 

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan 
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya; dan 

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan 
berakhir apabila Surat Keputusan yang baru dikeluarkan. 
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Tembusan : 
1. Ketua KONI Pusat 
2. Ketua KOI 
3. Ketua Dewan Kehormatan PERTINA 
4. Ketua Dewan Penasehat PERTINA 
5. Ketua Harian PP. PERTINA 
6. Sekjen dan Bendum PP. PERTINA 
7. Para Ketua PENGPROV PERTINA 
8. Para Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA 
9. Para Koordinator Wilayah PP. PERTINA 
10. Para Ketua Bidang PP. PERTINA. 

Ditetapkan di    :  Jakarta 
Pada tanggal    :  20 November 2021 
 

Pengurus Pusat PERTINA 

Ketua Umum 

 

 

 

 

Dr. (Cand) Komaruddin Simanjuntak, S.IP, M.Sc 

Mayor Jenderal TNI Purn 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Sebagai insan Tinju, kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat 

rahmat dan hidayahnya Musyawarah Nasional Luar Biasa PERTINA pada tanggal 19-
20 November 2021, atas kesadaran yang tinggi dan tanggung jawab penuh, seluruh 
peserta Munaslub telah berhasil menyepakati dan mengesahkan Rancangan Revisi 
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERTINA tahun 2012 menjadi 
AD/ART PERTINA Tahun 2021. 

 
AD/ART PERTINA Tahun 2021 ini merupakan pedoman dasar organisasi yang 

mengatur kejelasan azas, tujuan dan tata kelola organisasi mulai dari Tingkat Pusat, 
Provinsi, Kabupaten / Kota dan tingkat Sasana. Sebagai konstitusi organisasi wajib 
dihargai dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran PERTINA dalam pembinaan olahraga 
Tinju Amatir. 

 
Tugas PERTINA merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan ikut melahirkan 

atlit yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, mengharumkan dan 
menjunjung tinggi nama Bangsa. Oleh karena itu sebagai insan Tinju dituntut berjuang 
dan bergerak dengan cepat, tepat dan terukur disertai niat yang tulus disertai demi 
mengembalikan kejayaan tinju Indonesia. 

 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan 

bimbingannya  kepada kita dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Amin   
 
 

 

 

           Jakarta, 20 November 2021 

 Pengurus Pusat PERTINA 

 Ketua Umum 

 

 

 

         Dr. (C) Komaruddin Simanjuntak,S.IP,M.Sc 
    Mayor Jenderal TNI Purn 
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ANGGARAN DASAR  

PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA 

(PERTINA) 

 

PEMBUKAAN  

 

Bahwa olahraga merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan juga salah 

satu aktifitas yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan jasmani dan rohani 

serta karakter manusia seutuhnya yang bersumber pada kebesaran dan keagungan 

Tuhan YME .  

Bahwa olahraga Tinju Amatir di Indonesia merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari gerakan olahraga Indonesia. Dilakukan atas dasar kegemaran dan 

kecintaan berolahraga. Bertujuan untuk membentuk jasmani dan rohani yang sehat, 

berkepribadian luhur dan sarat dengan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang 

tinggi. Sadar akan tanggung jawab, kedudukan dan fungsi Tinju Amatir bagi Bangsa 

dan Negara, untuk mampu berkarya dalam pembangunan nasional dengan prestasi 

yang cemerlang di dalam dan di luar negeri. 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini dibentuk dan didirikan Badan 

Keolahragaan Tinju Amatir di Indonesia, yang merupakan satu-satunya Badan yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan tinju amatir di Indonesia. Badan ini 

berfungsi untuk membantu pemerintah mengembangkan sistem keolahragaan 

nasional, khususnya dalam pengelolaan, pembinaan, serta pengembangan olahraga 

tinju amatir di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar  dan 

Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : 

 
BAB I 

U M U M 
 

Pasal 1 
Nama dan Domisili 

 

1. PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA, disingkat “PERTINA”. 
2. PERTINA berdomisili di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Pasal 2  
Tempat dan Waktu Didirikan 

PERTINA didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1959 untuk waktu yang tidak 

terbatas. 

Pasal 3  
Asas dan Dasar 

 

1. PERTINA berasaskan Pancasila. 

2. PERTINA berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Pasal 4 
Status 

 
1. PERTINA adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang 

dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan 

mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga Tinju Amatir 

di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. PERTINA di dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan dunia 

olahraga internasional dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait. 

3. PERTINA adalah organisasi keolahragaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan 

politik manapun dan bersifat nirlaba. 

4. PERTINA adalah organisasi yang berbentuk badan hukum dan disahkan dengan 
keputusan KONI Pusat.  
 

Pasal 5 
Tujuan 

 
PERTINA bertujuan : 

1. Menunjang terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya "yang bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan 
keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, 
bertanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". 

2. Membina dan menjadikan manusia berwatak ksatria dan mampu berprestasi 
dalam bidang olahraga tinju amatir di dalam dan di luar negeri. 

3. Memupuk, membina dan meningkatkan kerjasama antar anggota melalui olahraga 
Tinju Amatir. 

 
Pasal 6  

Sifat dan Kedudukan Organisasi 
 

1. PERTINA merupakan wadah tunggal dari Badan Keolahragaan Tinju Amatir 
Nasional yang berwenang mengkoordinasikan, membina dan memimpin setiap 
kegiatan olahraga Tinju Amatir di Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah 
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dalam jalur pembinaan, peningkatan dan pengembangan Olahraga Tinju Amatir 
Nasional. 

2. PERTINA adalah anggota KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan 
anggota KOI (Komite Olimpiade Indonesia). 

3. PERTINA berafiliasi dengan AIBA (International Boxing Association) dan 
ASBC (Asian Boxing Confederation). 

 
Pasal 7 

Kewajiban dan Usaha 
 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut PERTINA melakukan kewajiban dan usaha 

dengan:  

1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Tinju 
sesuai dengan tahapan pembangunan olahraga Nasional untuk program yang 
dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. 

2. Memimpin, membina dan mengembangkan organisasi Tinju Amatir mulai dari 
tingkat pusat sampai ke daerah di seluruh Indonesia. 

3. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta pengawasan sehingga tidak 
merugikan keolahragaan Tinju Amatir mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah 
di seluruh Indonesia. 

4. Mengadakan kerjasama dengan Badan Keolahragaan Tinju Amatir di luar negeri 
dan Badan Keolahragaan lain di Indonesia dalam rangka peningkatan prestasi 
Tinju Amatir di Indonesia. 

5. Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan Tinju Amatir tingkat daerah, nasional 
dan internasional. 

6. Membantu KONI, KOI dan Pemerintah Republik Indonesia dalam perencanaan 
kebijakan umum di bidang olahraga. 

7. Melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan tujuan PERTINA dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mengusahakan 
sumber dana bagi pembiayaan kegiatan PERTINA. 

 
Pasal 8  

Definisi Amatir 
 

1. Yang dimaksud dengan Petinju Amatir adalah :  
a. Petinju yang melakukannya atas dasar kecintaannya dan kegemaran 

berolahraga. 
b. Petinju yang dalam pertandingan berdasarkan tujuan peningkatan prestasi 

dan tidak berdasarkan bayaran / penghasilan. 
2. Amatirisme berlaku bagi olahragawan tinju mulai dari Atlet, Pelatih, Wasit/Hakim 

serta pengurus PERTINA.  
3. Atlet, Pelatih, Wasit dan Hakim serta Pengurus PERTINA yang mendapat 

honorarium tidak dianggap olahragawan bayaran. 
4. Pelajar / Mahasiswa dan pemuda lainnya yang dijadikan olahragawan tinju 

anggota PERTINA dan karena prestasinya mendapat beasiswa, tidak dianggap 
sebagai olahragawan bayaran. 

5. Atlet, Pelatih, Wasit/Hakim serta Pengurus PERTINA, yang karena prestasinya 
diangkat menjadi buruh/karyawan dan mendapat honorarium, bonus, uang 
transport, uang santunan dan lain-lain yang sama dengan itu atau yang berusaha 
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untuk memperoleh lapangan kerja dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak 
dianggap sebagai olahragawan bayaran. 

 
 

BAB II 
LAMBANG, BENDERA DAN MARS PERTINA 

 

Pasal 9 
 

PERTINA memiliki Lambang, Bendera dan Mars yang diatur lebih lanjut dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 

 

BAB III 
 ANGGOTA  
 

Pasal 10 
Anggota Perorangan 

  
1. Anggota PERTINA secara Perorangan terdiri dari : 

a. Anggota Biasa. 
b. Anggota Luar Biasa. 
c. Anggota Kehormatan. 

2. Persyaratan menjadi anggota PERTINA diatur lebih lanjut dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 

3. Keanggotaan berakhir karena: 
a. Meninggal dunia. 
b. Mengundurkan diri. 
c. Diberhentikan. 

4. Hukuman dan Rehabilitasi keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 

 
Pasal 11  

Anggota Kelembagaan 
 

1. Anggota PERTINA secara Kelembagaan terdiri dari :  
a. Pengurus Pusat PERTINA. 
b. Pengurus Provinsi PERTINA. 
c. Pengurus Kabupaten/Kota PERTINA. 
d. Pengurus Sasana PERTINA. 

2. Persyaratan menjadi anggota PERTINA diatur lebih lanjut dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 

 
Pasal 12 

Hak dan Kewajiban Anggota Perorangan 
 

1. Anggota PERTINA secara perorangan dapat mengikuti kegiatan PERTINA. 
2. Anggota PERTINA secara perorangan mempunyai hak memilih dan dipilih. 
3. Pengurus, Wasit/Hakim dan Atlet berkewajiban mendahulukan kepentingan 

negara. 
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4. Anggota wajib menjunjung tinggi kehormatan Tinju Amatir dengan motto 
PERTINA: "SATRIA DI DALAM MAUPUN DI LUAR RING". 

5. Anggota wajib mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi  serta Keputusan lain yang ditetapkan 
oleh PP.PERTINA. 

6. Anggota yang melanggar Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART, 
Peraturan Organisasi dan Keputusan lain yang ditetapkan oleh PP.PERTINA, 
dapat dikenai sanksi organisasi. 

  
Pasal 13 

Mutasi (Perpindahan) Atlet 
 
1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan atlet, dapat dilaksanakan mutasi 

(perpindahan) atlet antar Sasana, antar Pengkab/Pengkot, antar Pengprov, antar 
Negara dan alih status ke tinju profesional. 

 
2. Ketentuan lebih lanjut tentang mutasi (perpindahan) atlit diatur lebih lanjut dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 
 

Pasal 14  
Keanggotaan PERTINA di ASBC dan AIBA 

    
1. Perwakilan Pertina yang duduk sebagai pejabat di ASBC (Asian Boxing 

Confederation) dan di AIBA (lnternational Boxing Association), adalah Pengurus 
PERTINA. 

2. Ketentuan sebagaimana ayat 1 diatas, harus mendapat rekomendasi dan 
diusulkan oleh Ketua Umum PP.PERTINA.  

3. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan Pertina di ASBC dan AIBA diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Organisasi. 

 
 

BAB IV 
ORGANISASI 

 
Pasal 15 

Susunan Oganisasi PERTINA 
 
1. Organisasi PERTINA terdiri dari Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat 

Kabupaten / Kota dan Sasana. 
2. Di tingkat Pusat adalah Pengurus Pusat PERTINA disingkat "PP.PERTINA" 

dengan wilayah kerja seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. 
3. Di tingkat Provinsi adalah Pengurus Provinsi PERTINA disingkat “Pengprov 

PERTINA”, dengan wilayah kerja Provinsi yang bersangkutan. 
4. Di tingkat Kabupaten/Kota adalah Pengurus Kabupaten/Kota PERTINA disingkat 

“Pengkab/Pengkot PERTINA”, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan. 

5. Di tingkat Kabupaten/Kota tergabung sejumlah sasana, masing-masing sasana 
membentuk Pengurus Sasana PERTINA disingkat “Pengsas PERTINA” di tempat 
sasana yang bersangkutan. 



11 
 

6. Di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Kehormatan dan 
Dewan Penasehat PERTINA. 

 
Pasal 16 

Pengurus Pusat PERTINA 
 

1. PP.PERTINA merupakan pimpinan tertinggi dari organisasi PERTINA. 
2. Ketua Umum PP.PERTINA terpilih berdasarkan hasil Muna/Munaslub membentuk 

Tim Formatur sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur untuk menyusun 
PP.PERTINA. 

3. Masa bakti PP.PERTINA selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 
diterbitkannya Surat Keputusan oleh Ketua Umum KONI Pusat, serta berakhir 
sesuai masa berlakunya Surat Keputusan tersebut. 

4. Jabatan Ketua Umum PP.PERTINA hanya dapat dijabat oleh orang yang sama 
maksimal 2 (dua) kali masa bakti. 

5. PP.PERTINA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan 
mengkoordinasikan semua kegiatan PERTINA di wilayah hukum Republik 
Indonesia. 

6. PP.PERTINA melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan ketentuan AD/ART 
PERTINA, Program yang ditetapkan dalam Munas dan wajib mempertanggung 
jawabkannya pada akhir masa bakti dalam Munas berikutnya. 

7. PP. PERTINA berhak dan berwenang : 
a. Mengadakan hubungan, perjanjian ataupun ikatan kerja dengan badan 

keolahragaan, instansi pemerintah ataupun badan-badan lainnya di tingkat 
Nasional dan Internasional. 

b. Memberikan penghargaan kepada pribadi dan atau badan-badan yang 
berjasa kepada PERTINA atas pertimbangan PP.PERTINA dan atas usulan 
dari Pengurus PERTINA secara berjenjang. 

a. Mengesahkan dan melantik Pengprov PERTINA setelah mendapat 
pengesahan dan rekomendasi dari KONI Provinsi setempat. 

c. Menolak/meninjau kembali hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) / 
Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) dan Kepengurusan Provinsi, 
apabila pelaksanaan Musprov/Musprovlub tersebut tidak sesuai dengan 
AD/ART PERTINA. 

d. Apabila Pengprov PERTINA tidak bisa mengambil keputusan tentang suatu 
hal, maka PP.PERTINA berwenang mengambil kebijakan organisasi 
Pengprov PERTINA dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan 
Penasehat Pengprov PERTINA. 

e. Membekukan atau mengambil alih kepengurusan Pengprov PERTINA, 
apabila secara nyata melanggar AD/ART PERTINA serta Peraturan 
Organisasi lainnya. 

8. Ketua Umum PP.PERTINA yang terpilih dalam Munas/Munaslub, sah untuk 
menggunakan dan mengoperasionalkan perangkat Organisasi PP.PERTINA. 

9. Struktur dan Susunan Organisasi PP.PERTINA diatur lebih lanjut dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 

 
Pasal 17 

Pengurus Provinsi PERTINA 
 

1. Pengprov PERTlNA merupakan pelaksana dari PP.PERTINA. 
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2. Ketua Pengprov PERTINA terpilih berdasarkan hasil Musprov / Musprovlub 
membentuk Tim Formatur sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur untuk menyusun 
Pengprov PERTINA. 

3. Masa bakti Pengprov PERTINA selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 
diterbitkannya Surat Keputusan oleh Ketua Umum PP.PERTINA, serta berakhir 
sesuai masa berlakunya Surat Keputusan tersebut. 

4. Jabatan Ketua Pengprov PERTINA hanya dapat dijabat oleh orang yang sama 
maksimal 2 (dua) kali masa bakti. 

5. Pengprov PERTINA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, 
membina dan mengkoordinasikan semua kegiatan PERTINA di wilayah kerjanya. 

6. Pengprov PERTINA melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan ketentuan 
AD/ART PERTINA, Program yang ditetapkan dalam Musprov dan wajib 
mempertanggungjawabkannya pada akhir masa bakti dalam Musprov berikutnya. 

7. Pengprov PERTINA berhak dan berwenang : 
a. Mengesahkan dan melantik Pengkab/Pengkot PERTINA setelah mendapat 

pengesahan dan rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota setempat. 
b. Menolak/meninjau kembali hasil Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota 

(Muskab/Muskot) dan Kepengurusan Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan 
Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub tidak sesuai dengan AD/ART 
PERTINA. 

c. Apabila Pengkab/Pengkot PERTINA tidak bisa mengambil keputusan 
tentang suatu hal, maka Pengprov PERTINA berwenang mengambil 
kebijakan organisasi Pengkab/Pengkot PERTINA dengan memperhatikan 
saran dan pendapat Dewan Penasehat Pengkab/Pengkot PERTINA. 

d. Membekukan atau mengambil alih kepengurusan Pengkab/Pengkot 
PERTINA, apabila secara nyata melanggar AD/ART PERTINA serta 
Peraturan Organisasi lainnya. 

8. Ketua Pengprov PERTINA yang terpilih dalam Musprov/Musprovlub, sah untuk 
menggunakan dan mengoperasionalkan perangkat Organisasi Pengprov 
PERTINA. 

9. Struktur dan Susunan Organisasi Pengprov PERTINA diatur lebih lanjut dalam 
Anggaran Rumah Tangga. 

 
Pasal 18 

Pengurus Kabupaten/Pengurus Kota PERTINA 
 

1. Pengkab/Pengkot PERTlNA merupakan pelaksana dari Pengprov PERTINA. 
2. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA terpilih berdasarkan hasil Muskab/Muskot atau 

Muskablub/Muskotlub membentuk Tim Formatur sekaligus menjadi Ketua Tim 
Formatur untuk menyusun Pengkab/Pengkot PERTINA. 

3. Masa bakti Pengkab/Pengkot PERTINA selama 4 (empat) tahun terhitung sejak 
tanggal diterbitkannya Surat Keputusan oleh Ketua Pengprov PERTINA, serta 
berakhir sesuai masa berlakunya Surat Keputusan tersebut. 

4. Jabatan Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA hanya dapat dijabat oleh orang yang 
sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti. 

5. Pengkab/Pengkot mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, 
membina dan mengkoordinasikan semua kegiatan PERTINA di wilayah kerjanya. 

6. Pengkab/Pengkot PERTINA melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan 
ketentuan AD/ART, Program yang ditetapkan dalam Muskab/Muskot dan wajib 
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mempertanggungjawabkannya pada akhir masa bakti dalam Muskab/Muskot 
berikutnya. 

7. Pengkab/Pengkot berhak dan berwenang mengesahkan dan melantik Pengsas 
PERTINA. 

8. Pengkab/Pengkot berhak dan berwenang membekukan Sasana dan 
kepengurusannya, apabila secara nyata Pengsas PERTINA yang bersangkutan 
melanggar AD/ART PERTINA serta Peraturan Organisasi lainnya. 

9. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA yang terpilih dalam Muskab/Muskot atau 
Muskablub/Muskotlub, sah untuk menggunakan dan mengoperasionalkan 
perangkat Organisasi Pengkab/Pengkot PERTINA. 

10. Struktur dan Susunan Organisasi Pengkab/Pengkot PERTINA diatur lebih lanjut 
dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 
Pasal 19  

Pengurus Sasana PERTINA 
 

1. Pengsas PERTlNA merupakan pelaksana dari Pengkab/Pengkot PERTINA. 
2. Pengsas PERTINA diatur tersendiri oleh Sasana yang bersangkutan sepanjang 

tidak bertentangan dengan AD/ART PERTINA, Peraturan Organisasi dan 
Keputusan lain yang berlaku. 

3. Pengsas PERTINA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, 
membina dan mengkoordinasikan semua kegiatan Sasana. 

4. Pengsas PERTINA pada daerah dimana tidak ada Pengkab/Pengkot PERTINA, 
bertanggung jawab langsung kepada Pengprov PERTINA. 

5. Pengsas yang sah memiliki hak suara dalam Muskab/Muskot. 
6. Struktur dan Susunan Organisasi Pengsas PERTINA diatur lebih lanjut dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 
 

Pasal 20 
Etika Kepengurusan 

 
Pengurus PERTINA harus : 
1. Berjiwa Pancasila dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA.  
2. Bersikap dan bertindak tegas terhadap suatu upaya yang bertentangan dengan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA.  
3. Memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang dapat ditiru, diteladani dan berwibawa. 
4. Melakukan tugas dan tanggung jawab dengan semangat dan tujuan yang luhur 

dengan mengesampingkan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan cita-
cita dan tujuan PERTINA. 
 

BAB V 
FORUM PERTEMUAN 

 
Pasal 21 

Musyawarah Nasional 
 
1. Musyawarah Nasional disingkat Munas merupakan bentuk kekuasaan tertinggi 

dalam PERTINA dan diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali. 
2. Peserta Munas terdiri dari: 
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a. Utusan PP.PERTINA. 
b. Utusan Pengprov PERTINA. 
c. Utusan Dewan Kehormatan PP.PERTINA 
d. Utusan Dewan Penasehat PP.PERTINA. 

3. Munas dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munas yang 
berasal dari Utusan PP.PERTINA dan utusan Pengprov PERTINA. 

4. Munas bertugas : 
a. Menetapkan Kuorum,Tata Tertib dan Susunan Acara Munas. 
b. Memutuskan menerima/menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Umum 

PP.PERTINA selama masa bakti 4 tahun atau masa bakti yang telah dijalani 
tentang laporan pelaksanaan dan hasil program kerja serta laporan 
keuangan. 

c. Mengesahkan revisi (perubahan) AD/ART PERTINA. 
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PP.PERTINA. 
e. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Kehormatan dan Dewan 

Penasehat PERTINA. 
f. Menetapkan kebijakan dan program umum PERTINA yang akan   

dilaksanakan oleh PP.PERTINA. 
5. Tata cara penyelenggaraan,hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan 

Iainnya tentang Munas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 
 

Pasal 22 
Musyawarah Nasional Luar Biasa 

 
1. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub adalah forum diluar Munas 

yang dilaksanakan sewaktu-waktu dan untuk kepentingan :   
a. Mengesahkan revisi (perubahan) AD/ART PERTINA. 
b. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PP.PERTINA karena berhalangan 

tetap sebelum masa jabatan berakhir. 
2. Munaslub dapat dilaksanakan atas usul minimal 2/3 jumlah Pengprov PERTINA 

yang sah. 
3. Peserta Munaslub terdiri dari: 

a. Utusan PP.PERTINA. 
b. Utusan Pengprov PERTINA. 
c. Utusan Dewan Kehormatan PP.PERTINA. 
d. Utusan Dewan Penasehat PP.PERTINA. 

4. Munaslub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munaslub 
yang berasal dari Utusan PP.PERTINA dan Utusan Pengprov PERTINA. 

5. Tata cara penyelenggaraan,hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan 
Iainnya tentang Munaslub, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 
 

Pasal 23 
Musyawarah Provinsi 

 
1. Musyawarah Provinsi disingkat Musprov merupakan bentuk kekuasaan tertinggi 

dalam PERTINA Provinsi dan diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali. 
2. Peserta Musprov terdiri dari : 

a. Utusan PP.PERTINA. 
b. Utusan Pengprov PERTINA. 
c. Utusan Pengkab/Pengkot PERTINA. 
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d. Utusan Dewan Kehormatan Pengprov PERTINA. 
e. Utusan Dewan Penasehat Pengprov PERTINA. 

3. Musprov dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musprov yang 
berasal dari Utusan PP.PERTINA, Utusan Pengprov PERTINA dan Utusan 
Pengkab/Pengkot PERTINA. 

4. Musprov bertugas: 
a. Menetapkan Kuorum,Tata Tertib dan Susunan Acara Musprov. 
b. Memutuskan menerima/menolak laporan pertanggungjawaban Ketua  

Pengprov PERTINA selama masa bakti 4 tahun atau masa bakti yang telah 
dijalani tentang laporan pelaksanaan dan hasil program kerja serta laporan 
keuangan. 

c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengprov PERTINA. 
d. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Kehormatan dan Dewan 

Penasehat PERTINA Provinsi. 
e. Menetapkan kebijakan dan program umum PERTINA Provinsi yang akan 

dilaksanakan oleh Pengprov PERTINA. 
5. Tata cara penyelenggaraan, hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan 

Iainnya tentang Musprov, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 
 

Pasal 24 
Musyawarah Provinsi Luar Biasa 

 
1. Musyawarah Provinsi Luar Biasa disingkat Musprovlub adalah forum diluar 

Musprov yang dilaksanakan sewaktu-waktu untuk memilih dan menetapkan Ketua  
Pengprov PERTINA karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir. 

2. Musprovlub dapat dilaksanakan atas usul minimal 2/3 jumlah Pengkab/Pengkot  
PERTINA yang sah. 

3. Peserta Musprovlub terdiri dari : 
a. Utusan PP.PERTINA. 
b. Utusan Pengprov PERTINA. 
c. Utusan Pengkab/Pengkot PERTINA. 
d. Utusan Dewan Kehormatan Pengprov PERTINA. 
e. Utusan Dewan Penasehat Pengprov PERTINA. 

4. Musprovlub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musprovlub 
yang berasal dari Utusan PP.PERTINA, Utusan Pengprov PERTINA dan Utusan 
Pengkab/Pengkot PERTINA. 

5. Tata cara penyelenggaraan, hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan 
Iainnya tentang Musprovlub, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 
Pasal 25 

Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota 
 
1. Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota disingkat Muskab/Muskot merupakan 

bentuk kekuasaan tertinggi dalam PERTINA Kabupaten/Kota dan 
diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali. 

2. Peserta Muskab/Muskot terdiri dari : 
a. Utusan Pengprov PERTINA. 
b. Utusan Pengkab/Pengkot PERTINA. 
c. Utusan Pengsas PERTINA. 
d. Utusan Dewan Kehormatan Pengkab/Pengkot PERTINA. 
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e. Utusan Dewan Penasehat Pengkab/Pengkot PERTINA. 
3. Muskab/Muskot dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Muskab 

/Muskot yang berasal dari Utusan Pengprov PERTINA, Utusan Pengkab/Pengkot 
PERTINA dan Utusan Pengsas PERTINA. 

4. Muskab/Muskot bertugas : 
a. Menetapkan Kuorum,Tata Tertib dan Susunan Acara Muskab/Muskot. 
b. Memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban Ketua 

Pengkab/Pengkot PERTINA selama masa bakti 4 tahun atau masa bakti 
yang telah dijalani tentang laporan pelaksanaan dan hasil program kerja 
serta laporan keuangan. 

c. Memilih dan menetapkan Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA. 
d. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Kehormatan dan Dewan 

Penasehat PERTINA Kabupaten/Kota. 
e. Menetapkan kebijakan dan program umum PERTINA Kabupaten/Kota yang 

akan dilaksanakan oleh Pengkab/Pengkot PERTINA. 
5. Tata cara penyelenggaraan,hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan 

Iainnya tentang Muskab/Muskot, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah 
Tangga. 

 
 

Pasal 26 
Musyawarah Kabupaten Luar Biasa/Musyawarah Kota Luar Biasa 

 
1. Musyawarah Kabupaten Luar Biasa/Musyawarah Kota Luar Biasa disingkat 

Muskablub/Muskotlub adalah forum diluar Muskab/Muskot yang dilaksanakan 
sewaktu-waktu untuk memilih dan menetapkan Ketua  Pengkab/Pengkot 
PERTINA karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir. 

2. Muskablub/Muskotlub dapat dilaksanakan atas usul minimal 2/3 jumlah Pengsas  
PERTINA yang sah. 

3. Peserta Muskablub/Muskotlub terdiri dari : 
a. Utusan Pengprov PERTINA. 
b. Perwakilan Pengkab/Pengkot PERTINA. 
c. Utusan Pengsas PERTINA. 
d. Perwakilan Dewan Kehormatan Kabupaten/Kota. 
e. Perwakilan Dewan Penasehat Kabupaten/Kota. 

4. Muskablub/Muskotlub dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta 
Muskablub/Muskotlub yang berasal dari Utusan Pengprov PERTINA, Perwakilan 
Pengkab/Pengkot PERTINA dan utusan Pengsas PERTINA. 

5. Tata cara penyelenggaraan, hak suara,pengesahan keputusan dan ketentuan 
Iainnya tentang Muskablub/Muskotlub, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah 
Tangga. 

 
Pasal 27  

Rapat Kerja Nasional 
 

1. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas diselenggarakan untuk menyusun 
program kerja tahunan ditingkat Nasional dan untuk menjadi pedoman 
penyusunan program di tingkat Provinsi. 

2. Rakernas dilaksanakan setiap tahun atau pada saat Kejuaraan Nasional 
(Kejurnas) Tinju Amatir Elite / Pekan Olah Raga Nasional (PON). 
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3. Rakernas dipimpin oleh Ketua Umum PP. PERTINA atau salah seorang anggota 
PP. PERTINA yang diberi kuasa oleh Ketua Umum PP.PERTINA dihadiri oleh PP. 
PERTINA dan Pengprov PERTINA dengan tata tertib, susunan acara dan 
ketentuan lain yang ditetapkan. 

4. Ketua Umum PP.PERTINA melaporkan pelaksanaan program kerja tahun yang 
telah berjalan. 

 
Pasal 28  

Rapat Kerja Provinsi 
 

1. Rapat Kerja Provinsi disingkat Rakerprov diselenggarakan untuk menyusun 
program kerja tahunan ditingkat Provinsi  dan untuk menjadi pedoman 
penyusunan program di tingkat Kabupaten/Kota. 

2. Rakerprov dilaksanakan setelah Rakernas. 
3. Rakerprov dipimpin oleh Ketua Pengprov PERTINA atau salah seorang anggota 

Pengprov PERTINA yang diberi kuasa oleh Ketua Pengprov PERTINA dihadiri 
oleh Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot PERTINA dengan tata tertib, 
susunan acara dan ketentuan lain yang ditetapkan.  

4. Ketua Pengprov PERTINA melaporkan pelaksanaan program kerja tahun yang 
telah berjalan. 

 
Pasal 29 

Rapat Kerja Kabupaten/Kota 
 

1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota disingkat Rakerkab/Rakerkot diselenggarakan untuk 
menyusun program kerja tahunan ditingkat Kabupaten/Kota dan untuk menjadi 
pedoman penyusunan program di tingkat Pengurus Sasana. 

2. Rakerkab/Rakerkot dilaksanakan setelah Rakerprov. 
3. Rakerkab/Raketkot dipimpin oleh Ketua Pengpkab/Pengkot PERTINA atau salah 

seorang anggota Pengkab/Pengkot PERTINA yang diberi kuasa oleh Ketua 
Pengkab/Pengkot PERTINA dihadiri oleh Pengkab/Pengkot PERTINA dan 
Pengsas PERTINA dengan tata tertib, susunan acara dan ketentuan lain yang 
ditetapkan.  

4. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA melaporkan pelaksanaan program kerja tahun 
yang telah berjalan. 

 
Pasal 30 

Rapat-Rapat  
 

1. Rapat-rapat pengurus terdiri dari : 
a. Rapat Harian dihadiri oleh beberapa Pengurus sesuai kebutuhan. 
b. Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh pengurus  yang telah ditetapkan. 

2. Rapat Harian maupun Rapat Pleno berlaku untuk masing-masing Pengurus 
Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Sasana. 

3. Hal-hal atau ketentuan lain yang berhubungan dengan Rapat Pengurus tersebut 
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 
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Pasal 31 
Pengambilan Keputusan 

 
1. Keputusan yang diambil pada Munas/Munaslub, Musprov/Musprovlub, 

Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub serta Rakernas, Rakerprov, 
Rakerkab/Rakerkot  diupayakan melalui musyawarah mufakat. 

2. Dalam keadaaan terpaksa, keputusan dapat dilakukan dengan cara voting. 
3. Dalam keadaan dimana terdapat suara berimbang pada saat voting 

Munas/Munaslub, dilaksanakan voting ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, 
jika suara masih tetap berimbang maka wewenang keputusan diserahkan kepada 
Ketua Umum PP.PERTINA. 

4. Dalam keadaan dimana terdapat suara berimbang pada saat voting Musprov/ 
Musprovplub, dilaksanakan voting ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, jika 
suara masih tetap berimbang maka wewenang keputusan diserahkan kepada 
Ketua Pengprov PERTINA. 

5. Dalam keadaan dimana terdapat suara berimbang pada saat voting 
Muskab/Muskot atau Muskablub/Muskotlub, dilaksanakan voting ulang sebanyak-
banyaknya 2 (dua) kali, jika suara masih tetap berimbang maka wewenang 
keputusan diserahkan kepada Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA. 

6. Hak suara hanya berlaku bagi anggota utusan sah yang hadir dalam 
Munas/Munaslub, Musprov/Musprovlub, Muskab/Muskot atau Muskablub/ 
Muskotlub serta Rakernas,Rakerprov dan Rakerkab/Rakerkot. 

 
 

BAB VI 
HARTA BENDA 

 
Pasal 32 

Harta Benda 
 

Harta Benda PERTINA yaitu berupa: 
1. Uang. 
2. Surat - surat berharga. 
3. Perlengkapan dan peralatan.  
4. Dokumentasi. 
5. Atribut-atribut organisasi.  
6. Benda-benda kehormatan.  
7. Benda-benda bergerak dan tidak bergerak. 
 

Pasal 33 
Sumber Keuangan 

 
Sumber keuangan PERTINA diperoleh dari: 
1. Sumbangan-sumbangan yang bersifat tidak mengikat.  
2. Badan usaha yang bernaung di bawah Yayasan PERTINA. 
3. Usaha-usaha lain yang sah. 
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Pasal 34 
Pengurusan Harta Benda 

 
1. Pengurusan harta benda PERTINA dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

administrasi yang berlaku bagi suatu organisasi yang berbentuk badan hukum. 
2. Pengesahan terhadap pertanggung jawaban pengurusan harta benda dilakukan 

melalui Munas, Musprov, Muskab/Muskot atau Rapat Anggota. 
 
 

BAB VII 
ANGGARAN RUMAH TANGGA 

 
Pasal 35 

1. Anggaran Rumah Tangga adalah segala sesuatu yang mengatur tentang hal-hal 
yang belum diatur dalam Anggaran Dasar. 

2. Peraturan dan atau ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan dan atau ketentuan dalam Anggaran Dasar. 

 
 

BAB VIII 
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA 

 
Pasal 36  

 
Perubahan, penyempurnaan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Anggaran Dasar/ 
Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan hasilnya dibahas 
pada Sidang Komisi dan ditetapkan pada Sidang Pleno Munas/Munaslub. 
 
 

BAB IX 
PEMBUBARAN  

 
Pasal 37 

 
1. Pembubaran PERTINA hanya dapat dilakukan oleh Munas yang khusus diadakan 

untuk keperluan itu. 
2. Munas untuk pembubaran hanya dapat diselenggarakan atas usul tertulis paling 

sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Pengprov PERTINA.  
3. Munas dinyatakan sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan 

Pengprov PERTINA (masing-masing Pengprov 2 orang), dan keputusannya 
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang hadir dalam 
Munas tersebut. 

4. Bila utusan dari Pengprov yang menghadiri Munaslub tidak memenuhi syarat 
sebagai mana ayat 3 (tiga) pada pasal ini, maka  musyawarah tersebut dapat 
ditunda paling lambat 6 (enam) bulan, dan apabila penundaan tersebut kembali 
tidak memenuhi syarat, maka pembubaran organisasi PERTINA gugur dengan 
sendirinya. 

5. Dalam Munas yang dilaksanakan untuk pembubaran PERTINA, ditunjuk Panitia 
Pembubaran yang berkewajiban melakukan penyelesaian harta benda PERTINA 
sesuai keputusan Munas. 
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6. Hasil pekerjaan Panitia Pembubaran berupa perhitungan dan pertanggung 
jawaban tentang harta benda PERTINA, diumumkan kepada PP.PERTINA, 
Pengprov PERTINA, Pengkab/Pengkot PERTINA dan instansi-instansi lain yang 
berkaitan. 

 
BAB X 

PERATURAN-PERATURAN  
 

Pasal 38 
 
Peraturan dan ketentuan yang pernah diterbitkan dan bertentangan dengan Anggaran 
Dasar  ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
 

BAB XI 
PENUTUP 

 
Pasal 39 

 
1. Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar PERTINA  

Tahun 2012. 
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Anggaran Dasar 

Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. 
3. Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

PERTINA telah dilakukan oleh Munaslub PERTINA di Medan pada hari Sabtu 
tanggal 20 November 2020, berdasarkan Keputusan Nomor 06/Munaslub/2021 
tanggal 20 November 2021. 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA 
 

BAB I 
U M U M 

 
Pasal 1 
Dasar 

 
Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan kekuasaan tertinggi yang ada pada 
Munaslub dan ketentuan Anggaran Dasar PERTINA BAB VII pasal 35. 
 

Pasal 2 
Tahun Anggaran 

 
Tahun Anggaran PERTINA dimulai sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember. 
 
 

BAB II 
LAMBANG, BENDERA DAN MARS 

 
Pasal 3 

Lambang 
 
1. Lambang PERTINA sebagaimana tergambar dalam lampiran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini. 
2. Bentuk dari warna lambang PERTINA mempunyai makna:  

a. Mahkota pada puncak Perisai  : Seluruh komponen PERTINA bertekad 
meraih puncak. 

b. Perisai warna hijau tosca : Warga PERTINA senantiasa siap menjadi perisai 
Bangsa dan Negara dengan penuh harapan. 

c. Lingkaran warna kuning emas : Keluhuran cita-cita PERTINA yang bemuara 
pada kesatuan, persatuan dan selalu dinamis. 

d. Merah Putih dalam lingkaran : Simbol identitas negara, kesucian dan 
keberanian satria dalam perjuangan meningkatkan serta mengharumkan 
nama bangsa dan negara. 

e. Siluet petinju warna putih : Identitas moral PERTINA yang tulus menjunjung 
tinggi sportifitas. 

f. Lima gelang warna merah : Mencerminkan lima sila dari azas negara 
Pancasila dengan mata rantai olahraga tinju amatirisme sebagai anggota 
KONI / KOI. 

g. Pita bertuliskan : Satria didalam dan diluar Ring. 
 

Pasal 4 
Bendera 

 
1.  Bendera PERTINA berwarna hijau, yang melambangkan harapan pertinjuan 

PERTINA, dan di tengah digambarkan secara lengkap lambang PERTINA 
sebagaimana dirinci dalam pasal 3 diatas. 

2.  Ukuran Bendera PERTINA : 
 a. Bendera untuk di dalam ruangan, Panjang 120 cm dan Lebar 90 cm. 
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 b. Bendera untuk diluar ruangan, Panjang 300 cm dan Lebar 200 cm. 
3. Bentuk, warna dan ukuran Bendera PERTINA, selengkapnya sebagaimana 

tergambar dan terinci dalam lampiran VII Anggaran Rumah Tangga ini. 
 

Pasal 5 
Mars PERTINA 

 
1. Mars PERTINA berisikan tekad dan semangat warga PERTINA untuk ikut 

menyumbangkan Dharma Bakti dan prestasi kepada bangsa dan negara. 
2. Mars PERTINA sebagai pemelihara dan penggugah semangat juang para atlit dan 

pembina tinju amatir dalam menegakkan kehormatan PERTINA. 
3.  Mars PERTINA dinyanyikan disetiap kegiatan resmi PERTINA baik dalam rangka 

forum pertemuan resmi, pelantikan pengurus, peresmian Sasana, Pengkab/ 
Pengkot, Pengprov, Pengurus Pusat maupun kegiatan resmi lainnya. 

 
 

BAB III 
ANGGOTA 

 
Pasal 6 

Keanggotaan 
 

1. Anggota Biasa terdiri dari PP.PERTINA, Pengprov PERTINA, Pengkab/Pengkot 
PERTINA, Pengsas PERTINA, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PP. 
PERTINA, Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot, seluruh Wasit/Hakim dan 
seluruh Atlet. 

2. Anggota Luar Biasa adalah warga negara Indonesia yang menyumbangkan 
tenaga dan pikirannya untuk kepentingan PERTINA. Anggota Luar Biasa 
ditetapkan oleh PP.PERTINA, Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot 
PERTINA. 

3. Anggota Kehormatan adalah warga negara Indonesia yang telah berjasa pada 
PERTINA melalui pengabdiannya baik secara moril maupun materiil. Anggota 
Kehorrnatan ditetapkan melalui Keputusan Munas PERTINA, Musprov PERTINA 
dan Muskab/Muskot PERTINA. 

4. Tata cara pendaftaran dan penerimaan anggota dilaksanakan oleh pengurus 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,  serta dilakukan secara 
berjenjang mulai dari Pengsas PERTINA, Pengkab/Pengkot PERTINA sampai 
dengan tingkat Pengprov PERTINA. 

5. Keanggotaan PERTINA secara perorangan dibuktikan dengan terdaftar secara 
administratif dan memiliki Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus. 

6. Ketentuan yang dimaksud pada ayat 4 (empat) diatas diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Organisasi. 

 
Pasal 7 

Persyaratan Anggota PERTINA 
 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Telah berumur minimal 10 tahun. 
3. Domisili di wilayah Republik Indonesia. 
4. Berkelakuan baik dan tidak terlibat tindak pidana.  
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5. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 

6. Memiliki surat ijin dari orang tua bagi yang berumur dibawah 17 tahun. 
 

Pasal 8 
Mutasi (Perpindahan) Atlet 

 
1. Atlet Tinju berhak untuk mengajukan permohonan mutasi (perpindahan) yang 

diajukan secara tertulis antar Sasana, antar Kabupaten/Kota,antar Provinsi dan 
alih status ke Tinju Profesional.  

2. Mutasi Atlet antar Sasana. 
a. Mutasi Atlet antar Sasana dimaksud adalah perpindahan Atlet Tinju antar 

Sasana dalam satu Kabupaten/Kota. 
b. Mutasi tersebut harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pengsas 

PERTINA. 
c. Pengsas PERTINA wajib melaporkan secara tertulis kepada 

Pengkab/Pengkot PERTINA. 
3. Mutasi Atlet antar Kabupaten/Kota. 

a. Mutasi Atlet antar Kabupaten/Kota dimaksud adalah perpindahan Atlet Tinju 
antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. 

b. Mutasi tersebut harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pengsas 
PERTINA dan Pengkab/Pengkot PERTINA. 

c. Pengkab/Pengkot PERTINA wajib melaporkan secara tertulis kepada 
Pengprov PERTINA dan KONI Kabupaten/Kota. 

d. Atlet yang mutasi berhak mendapatkan penghargaan dari Kabupaten/Kota 
penerima mutasi sesuai dengan kesepakatan bersama. 

e. Atlet yang mutasi berhak mendapat dana pembinaan dari Kabupaten/Kota 
penerima, dan bilamana dalam 6 bulan berturut-turut tidak mendapatkannya, 
maka Atlet berhak untuk kembali ke daerah asal tanpa harus mendapat 
persetujuan dari Kabupaten/Kota penerima. 

4. Mutasi Atlet antar Provinsi. 
a. Mutasi Atlet antar Provinsi dimaksud adalah perpindahan Atlet Tinju antar 

Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. Mutasi tersebut harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pengsas 

PERTINA, Pengkab /Pengkot PERTINA dan Pengprov PERTINA. 
c. Pengprov PERTINA wajib melaporkan secara tertulis kepada PP.PERTINA 

dan KONI Provinsi. 
d. Atlet yang mutasi berhak mendapatkan penghargaan dari Provinsi penerima 

mutasi sesuai dengan kesepakatan bersama. 
e. Atlet yang mutasi berhak mendapat dana pembinaan dari Provinsi penerima, 

dan bilamana dalam 6 bulan berturut-turut tidak mendapatkannya, maka 
Atlet berhak untuk kembali ke daerah asal tanpa harus mendapat 
persetujuan dari Provinsi penerima. 

5. Alih status Atlet Tinju dari Amatir ke Profesional. 
a. Atlet mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengsas PERTINA, 

dan ditindaklajuti secara berjenjang dari Pengsas sampai ke PP.PERTINA. 
b. Alih status harus mendapat persetujuan terakhir dari PP.PERTINA. 
c. Memenuhi batas usia sesuai ketentuan Organisasi Tinju Profesional. 
d. Pernah menjadi juara tingkat Provinsi/Nasional dan pernah mengikuti 

Kejuaraan Dunia/Internasional/Olimpiade. 
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e. Mendapat persetujuan tertulis dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Tinju 
Profesional. 

f. Atlet Tinju Profesional yang berasal dari Amatir, dapat kembali menjadi Atlet 
Tinju Amatir dengan mengikuti prosedur yang berlaku. 
 

Pasal 9 
Kewajiban Sasana PERTINA 

 
1. Menyampaikan Susunan Pengurus, daftar fasilitas latihan dan daftar anggotanya 

pada waktu mengajukan permintaan menjadi anggota PERTINA kepada Pengkab 
/Pengkot atau Pengprov PERTINA di wilayah yang bersangkutan. 

2. Memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PERTINA kepada semua anggotanya 
yang dikeluarkan oleh Pengkab/Pengkot PERTINA. 

3. Setiap Sasana PERTINA harus terdaftar dalam Daftar Sasana di Pengkab/ 
Pengkot dan dilaporkan secara berjenjang sampai ke PP. PERTINA. 

4. Mengikat diri, bahwa anggota-anggotanya tanpa izin Pengkab/Pengkot PERTINA, 
tidak akan mengikuti pertandingan atau demontrasi yang tidak diselenggarakan 
oleh PERTINA. Anggota yang melanggar ketentuan ini akan dijatuhi hukuman 
skorsing dan atau hukuman lain. 

5. Sasana PERTINA tidak dibenarkan membuat peraturan dan ketentuan yang 
berlawanan dengan AD/ART, Peraturan Organisasi dan Peraturan PERTINA 
lainnya. 

 
Pasal 10 

Uang Iuran 
 

PP. PERTINA menyerahkan Uang Iuran tahunan PP. PERTINA kepada AIBA dan 
ASBC. 
 
 

BAB IV 
PEMBERHENTIAN, HUKUMAN DAN REHABILITASI 

 
Pasal 11 

Pemberhentian 
 

1. Pemberhentian anggota dapat dilakukan karena: 
a. Mengundurkan diri, yang diajukan secara tertulis kepada Pengurus 

PERTINA. 
b. Melanggar ketentuan dan peraturan AD/ART PERTINA Tahun 2021, 

Keputusan Pengurus yang berlaku atau melakukan perbuatan dan tindakan 
yang berakibat merugikan persatuan dan kesatuan serta nama baik 
organisasi PERTINA. 

c. Meninggal dunia atau sakit permanen. 
d. Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. 
e. Pindah kewarganegaraan. 

2. Pemberhentian anggota sesuai ayat 1b, dilakukan melalui Keputusan Rapat 
Pengurus dengan memberikan kesempatan kepada anggota yang bersangkutan 
membela diri dalam jangka waktu 30 hari sebelum Keputusan Pengurus 
ditetapkan. 
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3. Sambil menunggu keputusan, Pengurus PERTINA dapat membebas tugaskan 
(skorsing) anggota yang bersangkutan. 

 
Pasal 12 
Hukuman 

 
1. Hukuman adalah sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

anggota PERTINA, yang terdiri dari: 
a. Peringatan, yaitu sanksi tertulis ditujukan kepada anggota PERTINA yang 

membuat kesalahan/pelanggaran ringan. 
b. Skorsing, yaitu sanksi yang diberikan kepada anggota PERTINA yang 

membuat kesalahan/pelanggaran sedang.  
c. Pemecatan, yaitu sanksi yang diberikan kepada anggota PERTINA yang 

membuat kesalahan/pelanggaran berat. 
d. Disamping sanksi yang dikenakan sebagaimana poin a, b dan c dapat 

dikenakan sanksi tambahan. 
2. Kriteria tentang ringan dan atau beratnya suatu kesalahan akan diatur dalam 

ketetapan tersendiri melalui keputusan PP.PERTINA. 
3. Hukuman dijatuhkan melalui sidang Komisi Disiplin yang dibentuk khusus oleh 

Ketua Umum PP.PERTINA di tingkat Pusat, Ketua Pengprov PERTINA di tingkat 
Provinsi dan Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA di tingkat Kabupaten/Kota. 

4. Anggota yang terkena hukuman dan sudah membela diri dengan atau tanpa 
bantuan seorang pembela, berhak naik banding secara berjenjang. 

5. Ketentuan tentang hukuman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. 
 

Pasal 13 
Rehabilitasi 

 
1. Anggota PERTINA yang mendapat hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 

dapat direhabilitasi oleh Pengurus PERTINA. 
2. Rehabilitasi keanggotaan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat 

pernyataan dan dapat diterima menjadi anggota setelah 1 (satu) tahun 
menjalankan aturan yang ada dalam AD/ART PERTINA. 

3. Anggota yang secara sadar telah aktif dan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan 
tinju diluar PERTINA, AIBA atau ASBC, keanggotaannya dinyatakan gugur dan 
diberhentikan dari keanggotaan PERTINA dan tidak dapat direhabilitasi. 

 
 

BAB V 
ORGANISASI 

 
Pasal 14 

Susunan Pengurus Pusat 
 

1. Di Tingkat Pusat, PERTINA dipimpin oleh Pengurus Pusat yang susunannya 
terdiri dari : 
a. Ketua Umum. 
b. Wakil-Wakil Ketua Umum sesuai kebutuhan. 
c. Ketua Harian sesuai kebutuhan. 
d. Wakil-Wakil Ketua Harian sesuai kebutuhan. 
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e. Sekretaris Jenderal 
f. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sesuai kebutuhan. 
g. Bendahara Umum. 
h. Wakil-Wakil Bendahara Umum sesuai kebutuhan. 
i. Koordinator Wilayah yang terdiri dari Koordinator Wilayah Barat, Tengah dan 

Timur. 
j. Ketua-Ketua Bidang dan Wakil-Wakil Ketua Bidang : 

1) Bidang Organisasi.  
2) Bidang Hukum. 
3) Bidang Data, IT dan Litbang.  
4) Bidang Hubungan Masyarakat. 
5) Bidang Teknik dan Kepelatihan.  
6) Bidang Wasit/Hakim. 
7) Bidang Binpres dan Pemassalan Atlet.  
8) Bidang Hubungan Luar Negeri. 
9) Bidang Pembinaan Tinju Putri. 
10) Bidang Dana dan Usaha. 
11) Bidang Peralatan. 
12) Bidang Kemitraan dan Marketing. 
13) Bidang Kesehatan dan Doping. 
14) Bidang Pembinaan Tinju Usia Dini. 

 
2. Apabila dianggap perlu Ketua Umum PP. PERTINA dapat mengangkat Staf Ahli  

untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak bersifat permanen. 
 

Pasal 15 
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat 

 
1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan terkoordinasi, dengan 

tujuan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan sebaik mungkin. 
 
2. Ketua Umum (Ketum). 

a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PERTINA. 
b. Merumuskan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pengembangan 

Tinju Amatir. 
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan 

kegiatan Tinju Amatir. 
d. Bertindak untuk dan atas nama PERTINA, didalam maupun diluar 

pengadilan. 
e. Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Munas 

/Munaslub, Rakernas, Rapat Pleno dan Program Kerja yang telah disahkan 
dapat dilaksanakan dengan baik. 

f. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas dan 
melaporkan pelaksanaan kerja tahunan kepada Rakernas. 

g. Mengesahkan dan melantik Pengprov PERTINA. 
h. Jabatan Ketum dapat dijabat oleh PLT dari salah satu Wakil Ketua Umum 

atau Ketua Harian jika Ketum berhalangan tetap, yaitu: meninggal dunia, 
sakit permanen, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap, pindah kewarganegaraan, dengan masa jabatan 
PLT paling lama 1 (satu) tahun sejak dilantik. 



28 
 

i. Ketum terpilih dalam Munas/Munaslub dapat menjalankan tugas 
administratif Organisasi PERTINA sepenuhnya sambil menunggu 
pengesahan dan atau pelantikan oleh Ketua Umum KONI Pusat. 

 
3. Wakil Ketua Umum (Waketum). 

a. Membantu Ketum dalam menjalankan tugas-tugasnya. 
b. Mewakili Ketum apabila berhalangan. 
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketum. 
d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 
 

4. Ketua Harian (Kahar). 
a. Membantu Ketum dalam menjalankan tugas-tugas harian. 
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas Wakil Ketua Harian dan para Ketua Bidang. 
c. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 
 

5. Wakil Ketua Harian (Wakahar). 
a. Membantu Kahar dalam menjalankan tugas-tugas harian. 
b. Mewakili Kahar apabila berhalangan.  
c. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kahar. 

 
6. Sekretarias Jenderal (Sekjen). 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran roda organisasi,pelaksanaan kegiatan 
sehari-hari dan sebagai koordinator pelaksana Program Kerja PERTINA. 

b. Menyusun Rencana dan Program Kerja PP.PERTINA dengan menghimpun 
dan menyusun seluruh Rencana dan Program Kerja yang disusun oleh tiap 
Bidang, Kesekretariatan dan Kebendaharaan.  

c. Memberikan saran mengenai Musprov/Rakerprov, pengukuhan dan 
pelantikan Ketua Pengprov PERTINA. 

d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat-rapat,Rakernas dan Munas/ 
Munaslub. 

e. Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap Munas/Munaslub dan 
Rakernas. 

f. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 
 
7. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen). 

a. Membantu tugas-tugas Sekjen. 
b. Mewakili Sekjen apabila berhalangan. 
c. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekjen. 

 
8. Bendahara Umum (Bendum). 

a. Melaksanakan kebijakan umum dan tata Kelola keuangan PP.PERTINA 
serta kebijakan Ketum dalam urusan perbendaharaan keuangan dan 
anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja PP.PERTINA. 
c. Mengkoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah 

disetujui. 
d. Bertanggungjawab terhadap pengurusan pendanaan baik dari sektor 

pemerintah maupun non pemerintah. 
e. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
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f. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara 
periodik. 

g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 
 
9. Wakil Bendahara Umum (Wabendum). 

a. Membantu tugas-tugas Bendum. 
b. Mewakili Bendum apabila berhalangan. 
c. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendum. 

 
10. Bidang Organisasi 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Organisasi. 
b. Menyiapkan rancangan Program Kerja PERTINA dalam Bidang Organisasi. 
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Organisasi. 
d. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan 

Organisasi. 
e. Memberikan pengarahan dibidang Organisasi dalam Munas/Munaslub, 

Rakernas, Musprov/Musprovlub. 
f. Menjadi narasumber dalam Bidang Organisasi pada Rakernas dan 

Rakerprov. 
g. Menyusun laporan Bidang Organisasi secara periodik. 
h. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum.  

 
11. Bidang Hukum. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Hukum. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Hukum. 
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam bidang pembinaan hukum. 
d. Melakukan kajian atas setiap usul perubahan AD/ART, Peraturan Organisasi 

dan Peraturan PERTINA lainnya. 
e. Bertugas sebagai Komisi keabsahan dalam setiap Pekan Olahraga Nasional 

(PON). 
f. Memberikan pertimbangan hukum mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pelanggaran organisasi. 
g. Bertindak atas nama PERTINA dalam penyelesaian masalah hukum yang 

berhubungan dengan anggota maupun pihak ketiga. 
h. Melakukan perlindungan hukum terhadap wasit/hakim dan sekaligus menilai 

serta mengawasi wasit/hakim yang bertugas pada suatu event. 
i. Menyusun laporan Bidang Hukum secara periodik. 
j. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
12. Bidang Data, IT dan Litbang. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Data, IT dan Litbang. 
b. Menyiapkan rancangan Program Kerja PERTINA dalam Bidang Data, IT dan 

Litbang.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Data, IT dan Litbang. 
d. Menyusun laporan Bidang Data, IT dan Litbang secara periodik. 
e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Litbang olahraga bekerja sama 

dengan instansi dan lembaga terkait. 
f. Merumuskan program pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

keolahragaan. 
g. Menyusun standarisasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana 
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olahraga bekerjasama dengan instansi terkait. 
h. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Litbang pada Rakernas. 
i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
13. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas). 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Humas. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Humas.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Humas. 
d. Menyusun laporan Bidang Humas secara periodik. 
e. Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan materi berita yang 

akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. 
f. Mendokumentasikan setiap kegiatan PERTINA. 
g. Membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan unsur-

unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga. 
h. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
14. Bidang Teknik dan Kepelatihan. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Teknik dan Kepelatihan. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Teknik dan 

Kepelatihan.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Teknik dan 

Kepelatihan.  
d. Menyusun laporan Bidang Teknik dan Kepelatihan secara periodik. 
e. Merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan khusus yang berhubungan 

dengan Tehnik dan Kepelatihan. 
f. Menyusun program pertandingan, mengkoordinasikan dan mengawasi 

pelaksanaan pertandingan tingkat nasional dan daerah yang telah disetujui 
oleh PP.PERTINA. 

g. Bekerja sama dengan Bidang Pembinaan Prestasi dalam Pemusatan 
Latihan Nasional (Pelatnas) jangka pendek, jangka menengah dan jangka 
panjang serta talent scouting pada setiap Kejurnas. 

h. Menyiapkan pendidikan pelatih secara berkesinambungan melalui kursus, 
panataran dan pelatihan. 

i. Menyusun data teknik pelatih seluruh Indonesia. 
j. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
15. Bidang Wasit dan Hakim. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Wasit/Hakim. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Wasit/ 

Hakim. 
c. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam Bidang Wasit/Hakim. 
d. Menyusun laporan Bidang Wasit/Hakim secara periodik. 
e. Merumuskan petunjuk pelaksanaan penerapan peraturan pertandingan, 

pembinaan Wasit/Hakim yang sejalan dengan perkembangan Tinju. 
f. Menyusun, mempersiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan 

penyelenggaraan kegiatan ujian Wasit/Hakim Tingkat Nasional, ASBC dan 
AIBA dan penugasan Wasit/Hakim pada berbagai kejuaraan Nasional dan 
Internasional. 

g. Menyiapkan pendidikan Wasit/Hakim secara berkesinambungan melalui 
kursus, panataran dan pelatihan. 
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h. Menyusun data teknik Wasit/Hakim seluruh Indonesia. 
i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
16. Bidang Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet. 

a. Membantu Ketuam dalam Bidang Pembinaan Prestasi dan Pemassalan 
Atlet. 

b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Pembinaan 
Prestasi dan Pemassalan Atlet.  

c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Pembinaan Prestasi 
dan Pemassalan Atlet. 

d. Menyusun laporan Bidang Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet 
secara periodik. 

e. Menyusun petunjuk pelaksanaan dalam bidang pembinaan prestasi, 
kegiatan pembibitan dan pemassalan. 

f. Mengkoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat. 
g. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan dalam bidang 

pembinaan prestasi. 
h. Mengkoordinasikan Pelatnas. 
i. Memberikan pengarahan dibidang pembinaan prestasi dalam setiap Pekan 

Olahraga Provinsi, yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi dan Kejurnas. 
j. Mengkoordinasikan kegiatan Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat 

serta Komisi Pendidikan dan Penataran. 
k. Membantu Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar/Mahasiswa 

(PPLP/PPLM), sekolah khusus olahragawan, perkumpulan olahraga pelajar, 
mahasiswa dan perkumpulan olahraga lainnya. 

l. Menyusun standarisasi pelaksanaan pola pembibitan dan pemanduan bakat 
bibit unggul yang ada di sekolah, perkumpulan olahraga pelajar dan 
perkumpulan olahraga lainnya. 

m. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 
 
17. Bidang Hubungan Luar Negeri (Hublu). 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Hublu. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Hublu.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Hublu. 
d. Menyusun laporan Bidang Hublu secara periodik. 
e. Mengadakan koordinasi dan memelihara hubungan baik dengan induk 

organisasi olahraga nasional, regional dan internasional. 
f. Menyiapkan kegiatan-kegiatan internasional. 
g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
18. Bidang Pembinaan Tinju Putri. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Pembinaan Tinju Putri. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Pembinaan 

Tinju Putri.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Pembinaan Tinju 

Putri. 
d. Menyusun laporan Bidang Pembinaan Tinju Putri secara periodik. 
e. Menyusun, mempersiapkan dan mensosialisasikan kegiatan tinju dikalangan 

Putri. 
f. Meningkatkan prestasi tinju Putri dalam dan luar negeri. 
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g. Menyiapkan pendidikan dan pelatihan Atlit Tinju Putri secara terencana dan 
berkesinambungan. 

h. Bekerja sama dengan perguruan tinggi khususnya jurusan fisiologi guna 
mendapat masukan untuk mengembangkan Atlit Tinju Putri. 

i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 
 
19. Bidang Dana dan Usaha. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Dana dan Usaha. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Dana dan 

Usaha.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Dana dan Usaha. 
d. Menyusun laporan Bidang Dana dan Usaha secara periodik. 
e. Merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha pencarian dana untuk 

membiayai kegiatan PERTINA. 
f. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
20. Bidang Peralatan. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Peralatan. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Peralatan.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Peralatan. 
d. Menyusun laporan Bidang Peralatan secara periodik. 
e. Merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan Peralatan. 
f. Menginventarisasi peralatan dan perlengkapan pertandingan tinju milik PP. 

PERTINA. 
g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
21. Bidang Kemitraan dan Marketing. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Kemitraan dan Marketing. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Kemitraan 

dan Marketing.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Kemitraan dan 

Marketing. 
d. Menyusun laporan Bidang Kemitraan dan Marketing secara periodik. 
e. Mengkaji usulan kegiatan tinju amatir yang dapat menghasilkan dana untuk 

kepentingan PERTINA. 
f. Menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran olahraga yang 

berkaitan dengan program kegiatan PP.PERTINA. 
g. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Ketua Umum tentang gagasan 

pengembangan promosi dan pemasaran olahraga tinju amatir. 
h. Mengakomodasikan penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran 

berbagai kegiatan tinju amatir. 
i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
22. Bidang Kesehatan dan Doping. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Kesehatan dan Doping. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Kesehatan 

dan Doping.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Kesehatan dan 

Doping. 
d. Menyusun laporan Bidang Kesehatan dan Doping secara periodik. 
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e. Menyusun petunjuk tehnis tentang kesehatan dan keselamatan olahraga 
tinju. 

f. Menyelenggarakan penataran dokter tinju pada Kejurnas dan PON. 
g. Periodik meeting/seminar untuk dokter pada Asian Games/SEA Games/ 

International Event. 
h. Berperan pada pembinaan atlet dalam talent scouting dan pemusatan latihan 

untuk memonitoring gizi atlet, dosis, latihan, perawatan atlet yang cidera atau 
sakit dan mengevaluasi kondisi fisik hasil latihan. 

i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 
 
23. Bidang Pembinaan Tinju Usia Dini. 

a. Membantu Ketum dalam Bidang Tinju Usia Dini. 
b. Menyiapkan rancangan program kerja PERTINA dalam Bidang Tinju Usia 

Dini.  
c. Memberikan saran-saran kepada Ketum dalam Bidang Tinju Usia Dini. 
d. Menyusun laporan Bidang Tinju Usia Dini secara periodik. 
e. Mendata atlet usia dini yang potensial. 
f. Melaksanakan sosialisasi tinju amatir di tingkat Sekolah Dasar. 
g. Melakukan kerja sama dengan Kemendikbud untuk mencari bakat dan 

minat. 
h. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum. 

 
24. Koordinator Wilayah. 

a. Membantu Ketum dalam penyelenggaraan kegiatan tinju amatir dan 
kegiatan lainnya sesuai dengan tanggungjawab wilayahnya. 

b. Memberikan saran-saran kepada Ketum. 
c. Menyusun laporan kegiatan wilayah secara periodik. 
d. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Ketum. 
e. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketum, dalam 

pelaksanaan tugas-tugas harian di bawah koordinasi Ketua Harian. 
f. Mewakili wilayah dalam memberikan tanggapan/pendapat pada kegiatan 

Rapat PP. PERTINA. 
 

Pasal 16 
Susunan Pengurus Provinsi 

 
1. Di Tingkat Provinsi, PERTINA di pimpin oleh Pengurus Provinsi yang susunannya 

terdiri dari : 
a. Ketua. 
b. Wakil-Wakil Ketua sesuai kebutuhan. 
c. Ketua Harian sesuai kebutuhan. 
d. Wakil-Wakil Ketua Harian sesuai kebutuhan. 
e. Sekretaris. 
f. Wakil-Wakil Sekretaris sesuai kebutuhan. 
g. Bendahara. 
k. Wakil-Wakil Bendahara sesuai kebutuhan. 
h. Ketua-Ketua Komisi dan Wakil-Wakil Ketua Komisi : 

1) Komisi Organisasi.  
2) Komisi Hukum. 
3) Komisi Dana dan Usaha  
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4) Komisi Teknik dan Kepelatihan. 
5) Komisi Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet. 
6) Komisi Wasit/Hakim 
7) Komisi Kesehatan dan Doping. 
8) Komisi Pembinaan Tinju Putri. 
9) Komisi Pembina Tinju Usia Dini. 

 
2. Apabila dianggap perlu Ketua Pengprov PERTINA dapat mengangkat Staf Ahli 

untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak bersifat permanen. 
 

3. Syarat menjadi Ketua Pengprov PERTINA, tidak menjadi pengurus cabang 
olahraga lain dalam waktu dua tahun terakhir. 

 
Pasal 17 

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Provinsi 
 
1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan terkoordinasi, dengan 

tujuan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan sebaik mungkin. 
 
2. Ketua. 

a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PERTINA 
Provinsi. 

b. Merumuskan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan Tinju 
Amatir tingkat Provinsi. 

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan 
kegiatan Tinju Amatir. 

d. Bertindak untuk dan atas nama PERTINA Provinsi baik didalam maupun 
diluar pengadilan. 

e. Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan 
Musprov/Musprovlub, Rakerprov, Rapat Pleno dan Program Kerja yang telah 
disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik. 

f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musprov dan 
melaporkan pelaksanaan kerja tahunan kepada Rakerprov. 

g. Mengesahkan dan melantik Pengkab/Pengkot. 
h. Jabatan Ketua Pengprov dapat dijabat oleh PLT jika Ketua Pengprov 

berhalangan tetap, yaitu: meninggal dunia, sakit permanen, dipidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
pindah kewarganegaraan, dengan masa jabatan PLT paling lama 1 (satu) 
tahun sejak dilantik. 

i. Ketua Pengprov terpilih dalam Musprov/Musprovlub dapat menjalankan 
tugas administratif Organisasi Pertina Provinsi sepenuhnya sambil 
menunggu pengesahan dan atau pelantikan Ketum PP.PERTINA. 

j. Ketua Pengprov PERTINA terpilih harus dilantik selambat-lambatnya 3 (tiga) 
bulan sejak terpilih dalam Musprov/Musprovlub. 

 
3. Tugas dan tanggung jawab pejabat lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab PP.PERTINA disesuaikan pada tingkat Provinsi 
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Pasal 18 
Susunan Pengurus Kabupaten/Kota 

 
1. Di Tingkat Kabupaten/Kota, PERTINA dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kota 

yang susunannya terdiri dari: 
a. Ketua. 
b. Wakil-Wakil Ketua sesuai kebutuhan. 
c. Ketua Harian sesuai kebutuhan. 
d. Wakil-Wakil Ketua Harian sesuai kebutuhan. 
e. Sekretaris. 
f. Wakil-Wakil Sekretaris sesuai kebutuhan. 
g. Bendahara. 
h. Wakil-Wakil Bendahara sesuai kebutuhan. 
i. Ketua-Ketua Komisi dan Wakil-Wakil Ketua Komisi : 

1) Komisi Organisasi. 
2) Komisi Hukum. 
3) Komisi Dana dan Usaha. 
4) Komisi Teknik dan Kepelatihan. 
5) Komisi Pembinaan Prestasi dan Pemassalan Atlet. 
6) Komisi Wasit/Hakim. 
7) Komisi Kesehatan dan Doping. 
8) Komisi Pembinaan Tinju Putri. 
9) Komisi Pembina Tinju Usia Dini. 

 
2. Apabila dianggap perlu Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA dapat mengangkat 

Staf Ahli untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak bersifat permanen. 
 

3. Syarat menjadi Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA, tidak menjadi pengurus 
cabang olahraga lain dalam waktu dua tahun terakhir. 

 
Pasal 19 

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kabupaten/Kota 
 

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan terkoordinasi, dengan 
tujuan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan sebaik mungkin. 

 
2. Ketua. 

a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PERTINA 
Kabupaten/Kota. 

b. Merumuskan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan Tinju 
Amatir tingkat Kabupaten/Kota. 

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan 
kegiatan Tinju Amatir. 

d. Bertindak untuk dan atas nama PERTINA Kabupaten/Kota baik didalam 
maupun diluar pengadilan. 

e. Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Muskab/ 
Muskot, Rakerkab/Rakerkot, Rapat Pleno dan Program Kerja yang telah 
disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik. 

f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Muskab/Muskot 
dan melaporkan pelaksanaan kerja tahunan kepada Rakerkab/Rakerkot. 
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g. Mengesahkan dan melantik Pengsas PERTINA. 
h. Jabatan Ketua Pengkab/Pengkot dapat dijabat oleh PLT jika Ketua Pengkab 

/Pengkot berhalangan tetap, yaitu: meninggal dunia, sakit permanen, 
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap, pindah kewarganegaraan, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) 
tahun sejak dilantik. 

i. Ketua Pengkab/Pengkot terpilih dalam Muskab/Muskot atau 
Muskablub/Muskotlub dapat menjalankan tugas administratif Organisasi 
PERTINA Kabupaten/Kota sepenuhnya sambil menunggu pengesahan dan 
atau pelantikan Ketua Pengprov PERTINA.. 

j. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA terpilih harus dilantik selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terpilih dalam Muskab/Muskot atau 
Muskablub/Muskotlub. 

 
3. Tugas dan tanggung jawab pejabat lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab Pengprov PERTINA disesuaikan pada tingkat Kabupaten/Kota. 
 

Pasal 20 
Susunan Pengurus Sasana 

 
Di Tingkat Sasana, PERTINA dipimpin oleh Pengurus Sasana yang susunannya terdiri 
dari: 
1. Ketua.  
2. Sekretaris. 
3. Bendahara. 
4. Pelatih. 
5. Atlet. 
 

Pasal 21 
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Sasana 

 
1. Menyelenggarakan pembinaan Atlit Tinju Amatir. 
2. Menyiapkan Atlit Tinju Amatir yang berprestasi untuk diikutkan dalam kejuaraan 

yang diselenggarakan oleh Pengkab/Pengkot PERTINA, Pengprov PERTINA dan 
PP. PERTINA serta Kejuaraan Internasional. 

 
Pasal 22 

Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat 
 
1. Di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Kehormatan dan 

Dewan Penasehat PERTINA. 
2. Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PERTINA dipilih dan ditetapkan dalam 

Munas/Munaslub, Musprov/Musprovlub dan Muskab/Muskot atau Muskablub 
/Muskotlub. 

 
Pasal 23 

Pengunduran Diri 
 
1. Jika Ketum PP.PERTINA terpilih dengan sengaja mengundurkan diri setelah 

ditetapkan sebagai pemenang oleh Munas dan belum dikukuhkan dengan Surat 
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Keputusan Ketua Umum KONI Pusat, maka dikenakan sanksi untuk membiayai 
penyelenggaraan Munas ulang memilih Ketua Umum PP.PERTINA yang baru. 

 
2. Jika Ketua Pengprov PERTINA terpilih dengan sengaja mengundurkan diri setelah 

ditetapkan sebagai pemenang oleh Musprov dan belum dikukuhkan dengan Surat 
Keputusan oleh Ketua Umum PP.PERTINA, maka dikenakan sanksi untuk 
membiayai penyelenggaraan Musprov ulang memilih Ketua Pengprov PERTINA 
yang baru. 

 
3. Jika Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA terpilih dengan sengaja mengundurkan 

diri setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh Muskab/Muskot dan belum 
dikukuhkan dengan Surat Keputusan oleh Ketua Pengprov PERTINA, maka 
dikenakan sanksi untuk membiayai penyelenggaraan Muskab/Muskot ulang 
memilih Ketua Pengkab/Pengkot yang baru. 

 
Pasal 24 

Struktur Organisasi 
 

Struktur Organisasi PP. PERTINA, Pengprov PERTINA, Pengkab/Pengkot PERTINA 
dan Pengsas PERTINA, seperti terlampir pada lampiran Anggaran Rumah Tangga 
PERTINA ini. 
 

BAB VI 
FORUM PERTEMUAN 

 
Pasal 25 

Musyawarah Nasional 
 
1. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ditetapkan 

dalam Rakernas sebelumnya. 
2. Jika karena sesuatu hal yang memaksa, Munas tidak dapat dilaksanakan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan dalam Rakernas sebelumnya, maka penetapan 
waktu dan tempat Munas harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 
dari jumlah Pengprov, yang dinyatakan dengan surat pernyataan persetujuan 
tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengprov PERTINA diatas 
meterai. 

3.   Rapat Pengurus dan Rapat Pleno PP.PERTINA tidak dapat mengubah ketetapan 
tentang tempat dan waktu penyelenggaraan Munas. 

4. Pemberitahuan dan undangan Munas dilakukan secara tertulis oleh PP. PERTINA 
kepada Pengprov PERTINA sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum 
Munas diselenggarakan, dilengkapi dengan uraian singkat tentang acara yang 
dijadwalkan. 

5.   Pengiriman undangan dengan menggunakan media online adalah sah jika dikirim 
langsung kepada nomor resmi/alamat Email (akun) Pengprov PERTINA. 

6. Materi Munas dikirimkan oleh PP.PERTINA kepada seluruh peserta Munas yang 
berhak, 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Munas.  

7. Tanggapan/usul dari Pengprov, telah diterima oleh PP. PERTINA dhi Panitia 
Pelaksana paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Munas. 

8. Kuorum adalah sebagai berikut: 
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a. Munas dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 utusan PP. 
PERTINA dan Pengprov yang sah. 

b. Apabila saat berlangsungnya Munas ternyata Kuorum seperti dimaksud 
dalam ayat 8.a. tidak terpenuhi, maka Munas ditunda untuk waktu paling 
lama 1 (satu) hari untuk memberikan kesempatan kepada Utusan Pengprov 
yang belum hadir. Apabila setelah ditunda ternyata Kuorum belum juga 
terpenuhi, maka Munas dilanjutkan dan dapat memutuskan segala hal yang 
dibicarakan. 

9. Setiap Pengprov hanya berhak mengirimkan paling banyak 2 (dua) orang utusan 
untuk mengikuti pelaksanaan Munas yaitu Ketua Pengprov dengan 1 (satu) orang 
Pengurus yang dikuatkan dengan mandat dari Ketua Pengprov yang ditanda 
tangani dan dibubuhi cap/stempel resmi Pengprov. 

10. Bila Ketua Pengprov berhalangan mengikuti Munas maka dapat menunjuk 
penggantinya dengan bukti surat mandat yang ditandatangani Ketua Pengprov 
dan dibubuhi cap/stempel resmi Pengprov. 

11. PP.PERTINA dan Pengprov PERTINA masing-masing memiliki 1 (satu) hak 
suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat. 

12. Munas dipimpin oleh pimpinan Munas yang terdiri dari utusan PP.PERTINA dan 
Utusan Pengprov PERTINA. 

13. Ketua Umum PP.PERTINA membentuk Panitia Munas yang dikuatkan dengan 
Surat Keputusan. 

14. Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat yang mengikuti pelaksanaan Munas 
tidak memiliki hak suara.  

15.  Pelaksanaan Munas dilaksanakan secara langsung (offline), tetapi bilamana 
kebijakan pemerintah karena sesuatu hal tidak mengijinkan secara langsung demi 
kepentingan kemanusiaan, maka pelaksanaan Munas dapat dilaksanakan secara 
online (virtual). 

16. Semua pembicaraan dalam Munas harus dibuatkan notulennya dan disahkan 
serta ditandatangani oleh Ketua Sidang. 

17. Formatur diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun dan mengumumkan 
susunan PP.PERTINA termasuk Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat, 
keputusan Formatur adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

18. Setiap keputusan dalam Munas diambil dibawah hikmah kebijaksanaan 
musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan persaudaraan dan 
kekeluargaan. Apabila oleh suatu sebab ternyata keputusan berdasarkan 
musyawarah tersebut tidak dapat dicapai, maka keputusan akhir ditentukan 
melalui pemungutan suara (voting). 

19. Setiap Keputusan sidang dijabarkan dalam bentuk tertulis pada suatu Surat 
Keputusan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari setelah Munas, hasilnya disampaikan kepada Pengprov dan peserta Munas 
lainnya. 

 
Pasal 26 

Musyawarah Nasional Luar Biasa 
 

1. Munaslub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh PP. PERTINA untuk 
hal-hal yang dipandang perlu dan mendesak untuk kepentingan organisasi setelah 
sebelumnya mengadakan Rapat Pengurus untuk memutuskan dilaksanakannya 
Munaslub.  
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2. Atas permintaan 2/3 jumlah Pengprov dengan mengemukakan alasan-alasan 
tertulis, dan PP.PERTINA diwajibkan meyelenggarakan Munaslub. 

3. PP.PERTINA dan Pengprov PERTINA masing-masing memiliki 1 (satu) hak 
suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat. 

4. Tata cara pemanggilan, penyelenggaraan dan hal-hal lainnya yang berhubungan 
dengan Munaslub, sama dengan penyelenggaraan Munas. 

5. Dalam hal Munaslub diselenggarakan dengan agenda tunggal untuk membahas 
dan mengesahkan revisi/perubahan AD/ART, pemberitahuan dan undangan serta 
materi Munaslub dimaksud disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan apabila 
saat berlangsungnya Munaslub ternyata Kuorum tidak terpenuhi, maka Munaslub 
ditunda untuk waktu paling lama 1 (satu) hari atau sesuai dengan kesepakatan 
peserta untuk memberikan kesempatan kepada Utusan Pengprov yang belum 
hadir. Apabila setelah ditunda ternyata Kuorum belum juga terpenuhi, maka 
Munaslub dilanjutkan dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan. 

 
Pasal 27 

Musyawarah Provinsi 
 
1. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Musprov) ditetapkan 

dalam Rakerprov sebelumnya. 
2. Jika karena sesuatu hal yang memaksa, Musprov tidak dapat dilaksanakan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan dalam Rakerprov sebelumnya, maka penetapan 
waktu dan tempat Musprov harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 
2/3 dari jumlah Pengkab/Pengkot, yang dinyatakan dengan surat pernyataan 
persetujuan tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengkab 
/Pengkot PERTINA diatas meterai. 

3.   Rapat Pengurus dan Rapat Pleno Pengprov tidak dapat mengubah ketetapan 
tentang tempat dan waktu penyelenggaraan Musprov. 

4. Pemberitahuan dan undangan Musprov dilakukan secara tertulis oleh Pengprov 
PERTINA kepada Pengkab/Pengkot sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari 
sebelum Musprov diselenggarakan, dilengkapi dengan uraian singkat tentang 
acara yang dijadwalkan. 

5.   Pengiriman undangan dengan menggunakan media online adalah sah jika dikirim 
langsung kepada nomor resmi/alamat Email (akun) Pengkab/Pengkot PERTINA. 

6. Materi Musprov dikirimkan oleh Pengprov kepada seluruh peserta Musprov yang 
berhak, 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Musprov.  

7. Tanggapan/usul dari Pengkab/Pengkot, telah diterima oleh Pengprov dhi Panitia 
Pelaksana paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Musprov. 

8. Kuorum adalah sebagai berikut: 
a. Musprov dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 utusan 

Pengkab/Pengkot yang sah, dan Musprov dapat memutuskan segala hal 
yang dibicarakan. 

b. Apabila saat berlangsungnya Musprov ternyata Kuorum seperti dimaksud 
dalam ayat 8.a. tidak terpenuhi, maka Musprov ditunda untuk waktu paling 
lama 1 (satu) hari untuk memberikan kesempatan kepada Utusan Pengkab 
/ Pengkot yang belum hadir. Apabila setelah ditunda ternyata Kuorum belum 
juga terpenuhi, maka Musprov dilanjutkan dan dapat memutuskan segala hal 
yang dibicarakan. 

9. Setiap Pengkab / Pengkot hanya berhak mengirimkan paling banyak 2 (dua) orang 
utusan untuk mengikuti pelaksanaan Musprov yaitu Ketua Pengkab/Pengkot 
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dengan 1 (satu) orang Pengurus yang dikuatkan dengan mandat dari Ketua 
Pengkab/Pengkot yang ditanda tangani dan dibubuhi cap/stemple resmi Pengkab 
/Pengkot. 

10. Bila Ketua Pengkab/Pengkot berhalangan mengikuti Musprov maka dapat 
menunjuk penggantinya dengan bukti surat mandat yang ditandatangani Ketua 
Pengkab/Pengkot dan dibubuhi cap / stemple resmi Pengkab/Pengkot. 

11. Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot PERTINA masing-masing memiliki 1 
(satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat. 

12. Ketua Pengprov PERTINA membentuk Panitia Musprov yang dikuatkan dengan 
Surat Keputusan. 

13. Ketua Pengprov PERTINA menunjuk utusan dari Pengprov, meminta utusan 
Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat untuk mengikuti pelaksanaan 
Musprov.  

14.  Pelaksanaan Musprov dilaksanakan secara langsung (offline), tetapi bilamana 
kebijakan pemerintah karena sesuatu hal tidak mengijinkan secara langsung demi 
kepentingan kemanusiaan, maka pelaksanaan Musprov dapat dilaksanakan 
secara online (virtual). 

15. Hal-hal yang tidak tercantum dalam acara Musprov, hanya dapat dibicarakan 
apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir setuju untuk 
dicantumkan dalam acara. 

16. Semua pembicaraan dalam Musprov harus dibuatkan notulennya dan disahkan 
serta ditandatangani oleh Ketua Sidang. 

17. Formatur diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun dan mengumumkan 
susunan Pengprov PERTINA termasuk Dewan Kehormatan dan Dewan 
Penasehat, keputusan Formatur adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

18. Setiap keputusan dalam Musprov diambil dibawah hikmah kebijaksanaan 
musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan persaudaraan dan 
kekeluargaan. Apabila oleh suatu sebab ternyata keputusan berdasarkan 
musyawarah tersebut tidak dapat dicapai, maka keputusan akhir ditentukan 
melalui pemungutan suara (voting). 

19. Setiap Keputusan sidang dijabarkan dalam bentuk tertulis pada suatu Surat 
Keputusan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari setelah Musprov, hasilnya disampaikan kepada Pengkab/Pengkot dan 
peserta Musprov lainnya. 

 
Pasal 28 

Musyawarah Provinsi Luar Biasa 
 
1. Musprovlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengprov 

PERTINA untuk hal-hal yang dipandang perlu dan mendesak untuk kepentingan 
organisasi setelah sebelumnya mengadakan Rapat Pengurus untuk memutuskan 
dilaksanakannya Musprovlub. 

2. Atas permintaan 2/3 jumlah Pengkab/Pengkot PERTINA dengan mengemukakan 
alasan-alasan tertulis, Pengprov PERTINA diwajibkan meyelenggarakan 
Musprovlub. 

3. Pengprov PERTINA dan Pengkab/Pengkot PERTINA masing-masing memiliki 1 
(satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat. 

4. Tata cara pemanggilan, penyelenggaraan dan hal-hal lainnya yang berhubungan 
dengan Musprovlub, sama dengan penyelenggaraan Musprov. 

 



41 
 

 
Pasal 29 

Musyawarah Kabupaten / Musyawarah Kota 
 
1. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/ 

Muskot) ditetapkan dalam Rakerkab/Rakerkot sebelumnya. 
2. Jika karena sesuatu hal yang memaksa, Muskab/Muskot tidak dapat dilaksanakan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rakerkab/Rakerkot sebelumnya, 
maka penetapan waktu dan tempat Muskab/Muskot harus memperoleh 
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengsas, yang dinyatakan 
dengan surat pernyataan persetujuan tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua dan 
Sekretaris Pengsas PERTINA diatas materai. 

3.   Rapat Pengurus dan Rapat Pleno Pengkab/Pengkot tidak dapat mengubah 
ketetapan tentang tempat dan waktu penyelenggaraan Muskab/Muskot. 

4. Pemberitahuan dan undangan Muskab / Muskot dilakukan secara tertulis oleh 
Pengkab/Pengkot PERTINA kepada Pengsas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) 
hari sebelum Muskab/Muskot diselenggarakan, dilengkapi dengan uraian singkat 
tentang acara yang dijadwalkan. 

5.   Pengiriman undangan dengan menggunakan media online adalah sah jika dikirim 
langsung kepada nomor resmi / alamat Email (akun) Pengsas PERTINA. 

6. Materi Muskab/Muskot dikirimkan oleh Pengkab/Pengkot kepada seluruh peserta 
Muskab/Muskot yang berhak, 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Muskab/ 
Muskot.  

7. Tanggapan/usul dari Pengsas, telah diterima oleh Pengkab/Pengkot dhi Panitia 
paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Muskab/Muskot. 

8. Kuorum adalah sebagai berikut: 
a. Muskab Muskot dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 

utusan Pengsas yang sah, dan Muskab/Muskot dapat memutuskan segala 
hal yang dibicarakan. 

b. Apabila saat berlangsungnya Muskab/Muskot ternyata Kuorum seperti 
dimaksud dalam ayat 8.a. tidak terpenuhi, maka Muskab/Muskot ditunda 
untuk waktu paling lama 1 (satu) hari untuk memberikan kesempatan kepada 
Utusan Pengsas yang belum hadir. Apabila setelah ditunda ternyata Kuorum 
belum juga terpenuhi, maka Muskab/Muskot dilanjutkan dan dapat 
memutuskan segala hal yang dibicarakan. 

9. Setiap Pengsas hanya berhak mengirimkan paling banyak 2 (dua ) orang utusan 
untuk mengikuti pelaksanaan Muskab / Muskot yaitu Ketua Pengsas dengan 1 
(satu) orang Pengurus yang dikuatkan dengan mandat dari Ketua Pengsas  yang 
ditanda tangani dan dibubuhi cap/stemple resmi Pengsas. 

10. Bila Ketua Pengsas berhalangan mengikuti Muskab/Muskot maka dapat 
menunjuk penggantinya dengan bukti surat mandat yang ditandatangani Ketua 
Pengsas dan dibubuhi cap/stemple resmi Pengsas. 

11. Pengkab/Pengkot PERTINA dan Pengsas PERTINA masing-masing memiliki 1 
(satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat. 

12. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA membentuk Panitia Muskab/Muskot yang 
dikuatkan dengan Surat Keputusan. 

13. Ketua Pengkab/Pengkot PERTINA menunjuk Utusan dari Pengkab/Pengkot, 
meminta Utusan Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat untuk mengikuti 
pelaksanaan Muskab/Muskot. 
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14.  Pelaksanaan Muskab/Muskot dilaksanakan secara langsung (offline), tetapi 
bilamana kebijakan pemerintah karena sesuatu hal tidak mengijinkan secara 
langsung demi kepentingan kemanusiaan, maka pelaksanaan Muskab/Muskot 
dapat dilaksanakan secara virtual. 

15. Hal-hal yang tidak tercantum dalam susunan acara Muskab/Muskot, hanya dapat 
dibicarakan apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir setuju 
untuk dicantumkan dalam acara. 

16. Semua pembicaraan dalam Muskab/Muskot harus dibuatkan notulennya dan 
disahkan serta ditandatangani oleh Ketua Sidang. 

17. Formatur diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun dan mengumumkan 
susunan Pengkab/Pengkot PERTINA termasuk Dewan Kehormatan dan Dewan 
Penasehat, keputusan Formatur adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

18. Setiap keputusan dalam Muskab/Muskot diambil dibawah hikmah kebijaksanaan 
musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan persaudaraan dan 
kekeluargaan. Apabila oleh suatu sebab ternyata keputusan berdasarkan 
musyawarah tersebut tidak dapat dicapai, maka keputusan akhir ditentukan 
melalui pemungutan suara (voting). 

19. Setiap Keputusan sidang dijabarkan dalam bentuk tertulis pada suatu Surat 
Keputusan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari setelah Muskab/Muskot, hasilnya disampaikan kepada Pengkab/Pengkot dan 
peserta Muskab/Muskot lainnya. 

 
Pasal 30 

Musyawarah Kabupaten Luar Biasa / Musyawarah Kota Luar Biasa 
 

1. Muskablub/Muskotlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh 
Pengkab/Pengkot PERTINA untuk hal-hal yang dipandang perlu dan mendesak 
untuk kepentingan organisasi setelah sebelumnya mengadakan Rapat Pengurus 
untuk memutuskan dilaksanakannya Muskablub/Muskotlub.  

2. Atas permintaan 2/3 jumlah Pengsas dengan mengemukakan alasan-alasan 
tertulis, Pengkab/Pengkot PERTINA diwajibkan meyelenggarakan Muskablub/ 
Muskotlub. 

3. Pengkab/Pengkot PERTINA dan Pengsas PERTINA masing-masing memiliki 1 
(satu) hak suara, yang diberikan kepada utusan yang memperoleh mandat. 

4. Tata cara pemanggilan, penyelenggaraan dan hal-hal lainnya yang berhubungan 
dengan Muskablub/Muskotlub, sama dengan penyelenggaraan Muskab/Muskot. 
 

Pasal 31 
Rapat Kerja Nasional 

 
1. Penyelenggaraan dan jadwal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ditetapkan oleh 

PP. PERTINA. 
2. Peserta Rakernas adalah PP.PERTINA dan Para Pengprov PERTINA yang 

diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Pengprov PERTINA. 
3. Rakernas meminta dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan laporan 

tahunan PP. PERTINA berupa laporan program kerja dan hasil-hasilnya, laporan 
keuangan tahun sebelumnya dan membahas rencana program kerja tahun 
berikutnya. 
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4. Membahas dan menetapkan tuan rumah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 
Nasional tahun berikutnya seperti Kejuaraan Tinju Nasional Elite, Yunior dan 
Youth, Sarung Tinju Emas, Piala Presiden dan Munas/Munaslub. 

 
Pasal 32 

Rapat Kerja Provinsi 
 

1. Penyelenggaraan dan jadwal Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) ditetapkan oleh 
Pengprov PERTINA. 

2. Peserta Rakerprov adalah para Pengkab / Pengkot PERTINA yang diwakili oleh 
Ketua dan Sekretaris Pengkab / Pengkot. 

3. Rakerprov meminta dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan laporan 
tahunan Pengprov PERTINA berupa laporan program kerja dan hasil-hasilnya, 
laporan keuangan tahun sebelumnya dan membahas rencana program kerja 
tahun berikutnya. 

4. Membahas kesiapan provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Nasional 
tahun berikutnya seperti Kejuaraan Tinju Nasional Elite, Yunior dan Youth, Sarung 
Tinju Emas, Piala Presiden dan Musprov. 
 

Pasal 33 
Rapat Kerja Kabupaten/Kota 

 
1. Penyelenggaraan dan jadwal Rakerkab/Rakerkot ditetapkan oleh Pengkab/ 

Pengkot PERTINA. 
2. Peserta Rakerkab/Rakerkot adalah para Pengsas yang diwakili oleh Ketua dan 

Sekretaris Pengsas. 
3. Rakerkab/Rakerkot meminta dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan 

laporan tahunan Pengkab/Pengkot PERTINA berupa laporan program kerja dan 
hasil-hasilnya, laporan keuangan tahun sebelumnya dan membahas rencana 
program kerja tahun berikutnya. 

4. Membahas kesiapan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 
Nasional tahun berikutnya seperti Kejuaraan Tinju Nasional Elite, Yunior dan 
Youth, Sarung Tinju Emas, Piala Presiden dan Muskab / Muskot. 

 
Pasal 34 

Rapat-Rapat 
 

1. Rapat ditingkat Pusat ditentukan melalui ketetapan PP.PERTINA. 
2. Rapat ditingkat Provinsi ditentukan melalui ketetapan Pengprov PERTINA. 
3. Rapat ditingkat Kabupaten/Kota ditentukan melalui ketetapan Pengkab/Pengkot 

PERTINA. 
4. Rapat ditingkat Sasana ditentukan melalui ketetapan Pengsas PERTINA. 
5. Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh para Pengurus PERTINA diatur, ditentukan 

dan ditetapkan melalui keputusan-keputusan pengurus yang bersangkutan . 
 
 

BAB VII 
PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PENCABUTAN PASAL-PASAL ART 

 
Pasal 35 
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Segala perubahan, tambahan atau pencabutan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga 
ini ditetapkan melalui Munas/Munaslub. 
 

BAB VIII 
PENUTUP 

 
Pasal 36 

 
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan 

dalam Peraturan Organisasi. 
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

Anggaran Rumah Tangga Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. 
3. Perubahan dan penyempurnaan AD/ART PERTINA telah dilakukan oleh 

Munaslub PERTINA di Medan pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2020, 
berdasarkan Keputusan Nomor : 06/Munaslub/2021 tanggal 20 November 2021. 

 
 
LAMPIRAN. 
1. Lampiran I   Strata Organisasi PERTINA  
2. Lampiran II  Struktur Organisasi PP. PERTINA  
3. Lampiran III  Struktur Organisasi Pengprov  PERTINA 
4. Lampiran IV  Struktur Organisasi Pengkab/Pengkot PERTINA 
5. Lampiran V  Struktur Organisasi Pengsas PERTINA 
6. Lampiran VI  Lambang PERTINA  
7. Lampiran VII  Bendera Lambang PERTINA  
8. Lampiran VIII  Mars PERTINA 
9. Lampiran IX  SK Pembentukan Pokja 
10. Lampiran X  SK Penetapan Munaslub 
11. Lampiran XI  SK Penetapan Panitia Pengarah (SC) dan Pantia Pelaksana (OC) 
12. Lampiran XII SK Penetapan Hasil Munaslub 
13. Lampiran XIII SK Pengurus Pusat PERTINA 
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STRATA ORGANISASI PERTINA 
LAMPIRAN I 

PENGURUS KABUPATEN/KOTA PERTINA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

PENGURUS SASANA PERTINA 

PENGURUS PROVINSI PERTINA 

PENGURUS PUSAT PERTINA 

TINGKAT PROVINSI 

TINGKAT PUSAT 

TINGKAT SASANA 
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STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PUSAT  LAMPIRAN II 
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SEKRETARIS JENDERAL BENDAHARA UMUM 

BIDANG 

TEHNIK & 
KEPELA 
TIHAN  

WAKSEKJEN WABENDUM WAKAHAR 

BIDANG 

PEMBINAAN 
PRESTASI & 

PEMASSALAN 
ATLIT 

BIDANG 

WASIT/ 
HAKIM 

BIDANG 

 

PERALATAN 
 

BIDANG 

DATA, IT  
&  

LITBANG 
 

BIDANG 

ORGA 
NISASI  

BIDANG 

 
HUKUM 

BIDANG 

KEMITRAAN 
 &  

MARKETING 

BIDANG 

KESEHATAN 
 &  

DOPING 

KETUA UMUM  

WAKETUM 

KETUA HARIAN 

BIDANG 

HUBUNGAN 
LUAR 

NEGERI 

BIDANG 

PEMBINAAN 
TINJU PUTRI 

BIDANG 

PEMBINAAN 
TINJU  

USIA DINI 

KORWIL TENGAH KORWIL BARAT KORWIL TIMUR 

BIDANG 

 
HUMAS 

BIDANG 

DANA  
&  

USAHA 
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STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PROVINSI  

LAMPIRAN III 

DEWAN 
PENASEHAT 

DEWAN 
KEHORMATAN 

SEKRETARIS BENDAHARA KETUA HARIAN 

KOMISI 

TEHNIK  
& 

KEPELA 
TIHAN  

 

WAKIL SEKRETARIS WAKIL BENDAHARA WAKAHAR 

KOMISI 

PEMBINAAN 
PRESTASI & 
PEMASSA 
LAN ATLIT 

KOMISI 

 
WASIT/ 
HAKIM 

KOMISI 

KESE 
HATAN &  
DOPING 

KOMISI 

DANA  
&  

USAHA 

KOMISI 

ORGA 
NISASI 

KOMISI 

HUKUM 

KOMISI 

PEMBI 
NAAN 
TINJU 
PUTRI 

KOMISI 

PEMBI 
NAAN 
TINJU  

USIA DINI 

KETUA  

WAKIL KETUA 
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STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS KABUPATEN/KOTA  

LAMPIRAN IV 

KETUA  

WAKIL KETUA  

DEWAN 
PENASEHAT 

DEWAN 
KEHORMATAN 

KETUA HARIAN 

KOMISI 

TEHNIK 
&  

KEPELA 
TIHAN  

 

WAKAHAR 

KOMISI 

PEMBINAAN 
PRESTASI & 
PEMASSAL
AN ATLIT 

KOMISI 

 
WASIT/  
HAKIM 

KOMISI 

KESE 
HATAN  

&  
DOPING 

KOMISI 

DANA  
&  

USAHA 

KOMISI 

ORGA 
NISASI 

KOMISI 

HUKUM 

KOMISI 

PEMBI 
NAAN 
TINJU 
PUTRI 

KOMISI 

PEMBI 
NAAN 
TINJU 

USIA DINI 

SEKRETARIS BENDAHARA 

WAKIL SEKRETARIS WAKIL BENDAHARA 
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STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS SASANA  

LAMPIRAN V 

KETUA  

SEKRETARIS BENDAHARA 

PELATIH 

ATLET 
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LAMBANG PERTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Pasal 9 AD dan Pasal 3  ART – Lambang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VI 
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BENDERA PERTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Pasal 9 AD dan Pasal 4 ART – Bendera 

Nama : Pengurus Pusat  
Pengurus Provinsi  
Pengurus Kabupaten/Kota  
Pengurus Sasana 

 

KETERANGAN : 

1. Warna Dasar Bendera : Hijau (melambangkan harapan pertinjuan PERTINA) 

2. Ditengah digambarkan Lambang PERTINA secara lengkap 

3. Ukuran Bendera : 

a. Dalam ruangan : Panjang = 120 cm dan Lebar =  90 cm  

b. Luar ruangan  : Panjang = 300 cm dan Lebar = 200 cm  

4. Pada Lambang PERTINA dituliskan nama : PENGURUS PUSAT untuk 

Pengurus Pusat PERTINA, PENGURUS PROVINSI untuk Pengprov PERTINA, 

PENGURUS KABUPATEN/PENGURUS KOTA untuk Pengkab/Pengkot 

PERTINA dan PENGURUS SASANA untuk Pengsas PERTINA. 

Tulisan tersebut berada di dalam perisai dan di atas lingkaran tulisan 

PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA. 

LAMPIRAN VII 
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LAMPIRAN VIII 
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LAMPIRAN IX 
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LAMPIRAN X 
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LAMPIRAN XI 
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LAMPIRAN XII 
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LAMPIRAN XIII 
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